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LENSA

Start Run In Action 2 Piala Ketua DPRD Salatiga tahun 2018 di depan Kantor DPRD Salatiga.

etua DPRD Kota Salatiga M. Teddy KSulistio, SE berharap Pemkot Salatiga 
dalam hal ini Sekretaris Daerah untuk 

bisa rutin menganggarkan kegiatan olahraga. 
Karena menurut beliau, Kota Salatiga banyak  
mencetak atlet-atlet profesional.  

"K i ta  tahu bahwa o lahraga te lah 
mengenalkan nama Salatiga ke level nasional dan 
internasional," ujar Ketua DPRD yang biasa 
dipanggil Bung Teddy.

Beliau berharap event olahraga sejenis perlu 
rutin digelar. "Run in action 2 sangat baik untuk 
mencari bibit-bibit pelari masa depan," tandasnya.

Lomba lari piala Ketua DPRD tahun 2018 ini 
start dari Jalan Letjend Sukowati dan finish di 
Jalan Adi Sucipto. Berkenan meletuskan pistol 
start Ketua DPRD Teddy Sulistio, Kapolres Salatiga 
AKBP Yimmy Kurniawan, dan Sekda Fakruroji. 

Nanik Dwi dan Meli Melinea, dua pelari putri 
asal Kota Salatiga meraih juara I dan II Run In 
Action 2 Kota Salatiga kategori 10 K Putri, diikuti 
juara III Risa Wijayanti dari Kudus.

Sedangkan untuk kategori 10 K putra tampil 
sebagai juara I Nugroho dari Magelang, Juara II 
Konradus dari Salatiga dan Juara III Ashari dari 
411. Untuk Tribius asal Salatiga harus puas di 
posisi IV.

Selain dua kategori umum tersebut juga 

digelar loma lari untuk pelajar dari tingkat SD, SMP, 
dan SMA, serta fun run 5 K.(ss/ss)

Run In Action 2,Run In Action 2,Run In Action 2, Mencari Bibit PelariMencari Bibit PelariMencari Bibit Pelari

Ketua DPRD Salatiga bersama para atlet.



ahulu Salatiga terkenal dengan 

Dkota anti banjir, hujan sederas 
apapun air tak akan menggenang, 

bahkan dulu ada guyonan kalau Salatiga banjir 
sepolok maka Semarang akan jadi lautan.

Namun kini ceritanya sudah berbeda, 
beberapa wilayah di Kota Salatiga sudah menjadi 
langganan banjir. Bukan hanya dipinggiran kota 
bahkan di tengah kota yang notabene dekat 
dengan kantor para pejabat Pemkot Salatiga.

Seputaran Lapangan Pancasila, jalan 
Diponegoro depan kampus UKSW, perempatan 
Kecandran, Perum Prajamukti adalah sedikit dari 
lokasi yang dilanda banjir ketika hujan turun 
apalagi dengan intensitas yang agak deras.

Padahal saat ini sedang gencar-gencarnya 
Pemkot melakukan pembangunan saluran air, 
namun seolah tak mampu menampung debit air, 
apa karena kedalaman dan lebar saluran air yang 
kurang atau ada hal lain.

Mohon dinas terkait segera bergerak 
mengatasinya, apa ada kesalahan dalam 
pembangunan atau salah dalam perencanaan 
yang jelas kami mohon solusi bagi masalah 
genangan air ini.

Pembangunan saluran yang ada jangan 
malah menjadi masalah baru bagi warga, dan 
juga saya mohon agar ada pengerukan saluran 
yang telah terjadi pendangkalan sehingga arus 
air menjadi lebih lancar.

Utami , Sidorejo

eberapa waktu yang lalu saya 

Bmelintasi Jalan Osa Maliki tepatnya 
mulai depan RSUD Kota Salatiga 

hingga perempatan bangjo Jetis sedang 
d i l a k u k a n  p e n g e r u k a n  t a n a h  g u n a  
pembangungan saluran pembuangan air.

Namun yang membuat saya miris ternyata 
pembangunan saluran ini mengorbankan pohon-
pohon yang selama ini tumbuh di pinggir jalan 
Osa Maliki.

Selama ini ketika saya melintas pohon-
pohon tersebut yang memberi kesan teduh bagi 
pengguna jalan, entah sudah berapa puluh tahun 
usia pohon tersebut. Bahkan bagi orang luar kota 
Salatiga yang melintas kota ini akan merasa adem 
dan pohon-pohon ini telah menjadi semacam 
trade mark Salatiga.

Yang saya pertanyakan apakah sudah 
dipertimbangkan dengan matang penebangan 
pohon ini, kedepannya apakah akan ada 
penanaman kembali pohon-pohon tersebut baik 
dari pihak kontraktor pembangunan ataupun 
dinas terkait.

Kami warga senang adanya pembangunan 
dan penataan wajah kota namun sekiranya tidak 
mengorbankan lingkungan hidup Kota Salatiga, 
sehingga pembangunan ini tidak menimbulkan 
masalah baru dikemudian hari.

Yanto warga Sidomukti.

Pohon yang Rimbun
Trade Mark Kota Salatiga

Beberapa Wilayah Salatiga
Jadi Langganan Banjir

Karikatur

SURAT PEMBACA
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Pahlawan Tanpa Tanda JasaPahlawan Tanpa Tanda JasaPahlawan Tanpa Tanda Jasa

Perjuangan dalam bekerja itu selalu berharga, apalagi 

kalau pekerjaan itu dapat membahagiakan banyak 

orang, bukan hanya diri kita sendiri. Bayangkan, 

seorang guru honorer dengan penghasilan tak seberapa, tapi 

mereka selalu berjuang dengan penuh semangat. Ini adalah 

istimewa, perlu kita apresiasi. 

Selama pekerjaan itu kita senangi dan dicita-citakan maka 

bahagialah yang akan kita dapat sehingga muncul semangat untuk 

bertahan sekuat tenaga. Lihat, siapa yang tak bangga kepada 

mereka, orang-orang yang dengan ikhlas berbagi ilmu. Sejatinya 

mereka itulah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya.

Meski kadang rasa ingin menyerahpun datang, namun mereka tetap tetap memilih untuk bertahan. 

Entah apa yang membuat mereka bertahan, mungkin karena senyum manis murid-murid mereka, atau 

memang mereka terlalu dermawan. Tapi yang pasti mereka para guru honerer yang bertahan hingga detik 

ini punya beberapa keistimewaan, dan sesungguhnya sangat membanggakan. Mereka ikhlas berbagi ilmu 

tanpa pernah terlintas meninggalkan mereka, padahal status kerjanya belum tetap.

Redaksi
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MIMBAR

Perjuangan DPRDPerjuangan DPRDPerjuangan DPRD

ara guru dan pegawai yang masih Pberstatus tidak tetap (GTT) dan pegawai 
tidak tetap (PTT), berharap kepada DPRD 

Salatiga untuk terus memperjuangkan gaji mereka 
setara Upah Minimum Kota (UMK). 

Selama ini mereka bekerja dengan imbalan 
jauh dari layak, yaitu Rp 200.000-700.000 per bulan. 
Hal itu disampaikan Ketua GTT dan PTT Salatiga, 
Eko Yunianto. 

Menurutnya, saat ini jumlah GTT dan PTT di 
Salatiga mencapai 220 orang. Mereka bekerja di 
berbagai sekolah setingkat SD dan SMP di Salatiga, 
dengan lama mengabdi enam bulan hingga 13 tahun. 

”Harapan kami para guru yang sudah 
mengabdi lama, bisa diangkat CPNS. Atau 
pemerintah segera mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah yang menyangkut tentang Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Agar 
honorer yang sudah mengabdi lama dan umur di atas 
35 bisa ikut PPPK syukur langsung diangkat,” 
katanya.

Para PTT dan GTT ini, sudah beraudiensi 
dengan DPRD dan walikota beberapa bulan lalu. Dari 
audiensi itu, para guru berharap bisa diangkat 
dengan SK walikota dengan gaji setara UMK.

Selain itu perlu ada pembatasan GTT dan PTT 

ini. Selama ini SK bekerja mereka berasal dari kepala 
sekolah masing-masing tempat mengabdi. 

”Dari audiensi itu, setidaknya ada angin segar 
bagi kami. Bahwa kami dijanjikan akan bisa digaji 
sesuai UMK dengan APBD Salatiga. Semoga menjadi 
pegawai permanen bukan tahunan,” ucapnya.

Menyambut Baik
GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai 

Tidak Tetap) di sekolah negeri maupun swasta dan 
OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) adalah istilah 
yang lazim “dicapkan” atau disebut oleh pihak 
sekolah maupun OPD untuk guru dan pegawai yang 
diangkat berdasarkan kebutuhan pada satuan 
pendidikan (sekolah) maupun OPD dengan disetujui 
kepala sekolah maupun Kepala OPD.

Kewenangan bertumpu kepada kepala sekolah 
dan Kepala OPD, baik pengangkatan juga 
pemberhentian. Penandatanganan kontrak kerja 
selama jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kebutuhan sekolah.

GTT/PTT memiliki gaji yang kecil bila 
dibandingkan dengan PNS, yang secara jelas 
memiliki tanggungjawab sama. Kenyataan ini, 
seringkali memunculkan kecemburuan yang 
rasional dan realistis. 

untuk Kenaikan Gaji Tenaga Tidak Tetapuntuk Kenaikan Gaji Tenaga Tidak Tetapuntuk Kenaikan Gaji Tenaga Tidak Tetap
Ratusan GTT/PTT Kota Salatiga mengadukan nasibnya di gedung DPRD Salatiga.Ratusan GTT/PTT Kota Salatiga mengadukan nasibnya di gedung DPRD Salatiga.Ratusan GTT/PTT Kota Salatiga mengadukan nasibnya di gedung DPRD Salatiga.
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Pemegang kebijakan, provinsi, nasional, 
maupun daerah sedang terus mengupayakan 
perbaikan gaji mereka, termasuk oleh lembaga DPRD 
Kota Salatiga. 

Diketahui bahwa ratusan Guru Tidak Tetap 
(GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang selama ini 
mengajar di TK, SD, dan SMP di Kota Salatiga, 
pernah melakukan aksi unjuk rasa dengan 
mendatangi Pemkot Salatiga dan DPRD Kota 
Salatiga, Rabu (2/5) pagi. Aksi PTT dan GTT tersebut 
dilakukan setelah Upacara Peringatan Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Mengajak Rakyat Tertawa
Lembaga DPRD terus berusaha keras lewat 

pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota 
Salatiga dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota 
Salatiga untuk memenuhi apa yang menjadi 
tuntutan GTT/PTT.

“Kita meningkatan kesejahteraan GTT/PTT 
sesuai kemampuan APBD kita namun juga harus 
diimbangi dengan peningkatan dalam mendidik 
putra-putri di Kota Salatiga.” Kata Bung Teddy 
panggilan akrab Ketua DPRD Kota Salatiga. 

Diakui Bung Teddy, bahwa GTT/PTT di Kota 
Salatiga sekitar 2.000 orang tersebut hadir disaat 
masing-masing sekolah dan OPD (Organisasi 
Pemerintah Daerah) membutuhkan tenaga dan 
pikiran mereka untuk menambah tenaga pendidik, 
tenaga penjaga malam dan tenaga lain sebagainya.. 
Namun honor GTT/PTT tersebut selama ini masih 
jauh dari cukup sehingga harus ditingkatkan. 

“Guru dan Pegawai tidak tetap kita hadir 
disaat masing-masing sekolah dan OPD (Organisasi 
Pemerintah daerah) membutuhkan mereka untuk 
menambah tenaga pendidik, tenaga penjaga malam 
dan lain sebagainya. Tidak terasa mereka sudah 
mengabdi puluhan tahun, ada yang 10 tahun ada 
yang 15 tahun. Ironisnya mereka masih mendapat 
gaji Rp. 250.000  sampai dengan Rp. 300.000  per 
bulan, ini harus kita tingkatkan” kata Bung Teddy. 

Dijelaskan Ketua DPRD bahwa sungguhpun 
proses rekrutmen mereka dianggap tidak regulatif, 
namun negara sedang berhadapan dengan rakyat 
dan anak-anak bangsa. 

Dengan begitu DPRD mengambil kebijakan 
untuk menaikkan pendapatan mereka sesuai 
dengan UMK, mesti hal ini tetap menjadi 
pembelajaran bagi sekolah-sekolah baik negeri 
maupun swasta kedepannya dalam rekrutmen guru 
dan pegawai tidak tetap harus berkoordinasi dengan 
dinas pendidikan. 

“Jangan sampai mereka merekrut guru dan 
pegawai seenaknya sendiri kemudian bebannya 
menjadi beban pemerintah kota” tandas Bung Teddy. 

Sekarang semua sudah terselesaikan, guru 
dan pegawai tidak tetap harus hidup, anak-anaknya 
harus sekolah dan lain sebagainya. 

“Dengan tambahan gaji sesuai UMK, maka jika 
UMK naik, gaji mereka juga akan naik. Mereka bisa 
hidup lebih baik, anak-anak mereka bisa sekolah, 
mereka bisa menjaminkan gajinya di bank guna 
mengembangkan usaha sampingannya. Inilah  
perlunya kehadiran suatu negara” tandas Ketua 
DPRD Salatiga.

Masih menurut Bung Teddy, dijelaskan bahwa 
dalam konteks kenaikan gaji sesuai UMK tersebut, 
dewan t idak  lag i  mendamping i  namun 
mengeksekusi. Bagi Ketua DPRD, mereka tidak boleh 
dibiarkan begitu saja. 

“Buat apa kita bangun gedung-gedung 
pencakar langit kalau rakyat kita lapar. Kalau rakyat 
sudah bisa makan, bisa menyekolahkan anak-
anaknya, bisa berdiri dikaki mereka sendiri mereka 
tidak akan menjadi benalu kota kita” kata Beliau.

“Rakyat harus kita ajak tertawa dulu, rakyat 
kita buat perutnya kenyang dulu, mereka harus kita 
fasilitasi hidup dengan layak, baru kita bangun 
gedung-gedung pencakar langit” tutup Bung 
Teddy.(ss/ss).

Ketua DPRD menerima GTT/PTT di Kantor DPRD.Ketua DPRD menerima GTT/PTT di Kantor DPRD.Ketua DPRD menerima GTT/PTT di Kantor DPRD.

Jiwaraga, Edisi II Tahun 2018



M. Fathur Rahman, SE. MMM. Fathur Rahman, SE. MMM. Fathur Rahman, SE. MM

MIMBARMIMBARMIMBAR

ank Perkreditan Rakyat atau biasa 

Bdisingkat BPR hadir sebagai lembaga 
keuangan penerima simpanan dalam 

bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk 
lainnya yang dipersamakan seperti halnya aset-aset 
milik pemerintah daerah dimana BPR itu berada. 

Pemerintah Kota Salatiga hadir dalam 
memberikan layanan penyimpanan serta bantuan 
dana pada masyarakat melalu Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (PD BPR 
Bank Salatiga).

Walaupun berdiri dengan status milik dan 
dikelola oleh Pemerintah Kota, tak menjadi jaminan 
lembaga keuangan ini lepas dari permasalahan 
internal didalam manajemen Bank Salatiga. 
Pengelolaan aset-aset yang masih menyisakan 
beberapa persoalan seperti sertifikat kepemilikan 
menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. 
Bank Salatiga diharapakan membuka diri untuk 
serius menyelesaikan permasalahan yang ada 
dengan memberikan laporan rinci terkait 
pengelolaan aset sehingga dapat diketahui apakah 
status dari aset-aset ini aman atau tidak.

M. Fathurrahman selaku Wakil Ketua DPRD 
Kota Salatiga pun menanggapi dengan serius hal ini. 
“Mengenai banyaknya masalah dapat dimaklumi 
karena ini memang lembaga keuangan. Tapi terkait 
dengan keamanan, ini  harus dipastikan. Jika ada 
oknum yang melakukan penggelapan, tidak serta 
merta yang hilang hanya aset pemerintah kota saja, 
tapi aset dari lembaga keuangan itu sendiri akan 
beresiko. Intinya dari setiap permasalah yang ada, 
Bank Salatiga tetap harus dapat menjamin 
keamanan  ase t  dar i  p ihak-p ihak  yang  
mempercayakannya pada Bank Salatiga.”

Permasalahan yang terjadi di Bank Salatiga 
masuk dalam penanganan Komisi B DPRD Kota 
Salatiga Bidang Ekonomi dan Keuangan. Namun jika 

permasalahan internal bank masuk kepada ranah 
yang lebih serius dan masih belum ditemukan 
penyelesaiannya, pembentukan pansus menjadi opsi 
berikutnya, sehingga DPRD benar-benar hadir 
dalam rangka menyehatkan dan memastikaan 
keselamatan Bank Salatiga serta aset-aset yang 
terdapat didalamnya.

Lalu lahirlah pertanyaan, apakah Bank 
Salatiga layak untuk dipertahankan? Tentu ini 
menjadi hal yang diseriusi. “Jika pemerintah tiba-
tiba melakukan kebijakan yang salah dengan 
melakukan penutupan, tentu akan menimbulkan 
banyaknya permasalahan baru. Akan banyak 
masyarakat yang terlibat, tidak hanya masalah 
dengan dana yang mereka simpan di Bank Salatiga. 

Tapi juga banyak masyarakat yang 
melakukan pinjaman di Bank 
Salatiga. Tidak mungkin kita 

meminta segera dikembalikan 
karena mereka sudah memiliki perjanjian akad 
mengenai lama batas pengembalian. Opsi 
penutupan tentu butuh waktu, begitu juga dengan 
penyehatan perlu kejelasan dari pihak terkait. 
Otoritas Jaksa Keuangan yang menilai tahu persis 
apakah Bank Salatiga dapat dilanjutkan atau tidak.” 
Imbuh M Fathurrahman.

Pemerintah kota dalam pengembangan aset 
ataupun penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
tidak hanya dengan menanamkan modal di lembaga-
lembaga keuangan. PAD dari lembaga keuangan dan 
Badan Usaha Milik Daerah tidak semata-mata untuk 
mencari pendapatan, tapi itu adalah sebagai bentuk 
pelayanan pada masyarakat. Bank Salatiga sejak 
awal didirikan mempunyai tujuan untuk membantu 
masyarakat yang kurang modal dalam usaha agar 
dapat terlayani. Lembaga lainnya juga seperti RSUD 
dan PDAM hadir sebagai lembaga dengan bentuk 
usaha melayani masyarakat. Terkait dengan 
memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya, 
pemerintah harus mengembangkan dalam bentuk 
usaha murni atau profit oriented. Seperti tempat 
pariwisata serta tempat hiburan yang benar-benar 
dikelola secara baik.

Pemerintah kota pun memiliki aset-aset yang 
kurang produktif seperti gedung dan tanah, tentu ini 
menjadi peluang jika dimungkinkan untuk memulai 
perjanjian sewa atau kerjasama pemanfaatan aset-
aset yang tidak terpakai. Pemerintah dapat serius 
dalam mengkaji hal ini, seperti tempat-tempat 
potensial yang dapat dioptimalkan penggunaannya. 
Dimana dapat melibatkan banyak investor untuk 
bekerjasama. 

“Berkaca dari pengalaman pengelolaan 
sendiri, terlihat tanggung jawab yang  kurang. Jika 
kita bekerja sama dengan pihak lain dengan 
menentukan target pendapatan atau kerja sama bagi 
hasil tentu akan lebih serius dalam pengarapannya.” 

Tutup M Fathurrahman.(gamal/ss)
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MIMBAR

ota Salatiga merupakan kota kecil yang 

Kmemiliki potensi luar biasa, khususnya 
tempat rekreasi keluarga. Adanya 

pembangunan seribu taman di Kota Salatiga jelas 
akan menjadi magnet wisata tersendiri serta dapat 
menjaga lingkungan Kota Salatiga agar tetap tetap 
sejuk dan segar.

Salah satu taman yang terkenal di Salatiga 
adalah Taman Bendosari, Taman Bendosari atau 
banyak masyarakat menyebutnya Taman Kota 
Salatiga tersebut merupakan salah satu alternatif 
tempat untuk bersantai dan berrekreasi melepas 
kepenatan bersama dengan keluarga, teman, 
sahabat. Taman yang terletak di desa Bendosari ini  
memberikan suasana lingkungan yang asri nan 
hijau dengan berbagai macam-macam tumbuhan, 
satwa, dan fasilitas pendukung yang lain.

Ada beberapa tumbuhan yang menghiasi 
taman ini sehingga nampak hijau dan asri 
diantaranya tumbuhan flamboyan, tumbuhan jati 
putih, tumbuhan  pinus, tumbuhan pucuk merah, 
tumbuhan biola cantik, tumbuhan manggis, 
tumbuhan mangga, tumbuhan jambu air, tumbuhan 
bambu, tumbuhan bintaro, dan masih banyak lagi 
tumbuhan yang lain. 

Selain tumbuhan-tumbuhan yang membuat 
taman ini nampak hijau nan asri, aneka satwa juga 
ikut menambah suasana keasrian taman ini, satwa-
satwa ini diantaranya, burung beo, burung merpati, 
burung parkit, burung nuri, dan masih banyak 
satwa yang lain. Suara burung-burung tersebut 
membuat para pengunjung serasa seperti suasana 

hutan yang masih asri.
Selain itu di Kota Salatiga telah banyak 

dibangun taman-taman disudut kota, Menurut 
Wakil Ketua DPRD Salatiga Hj. Riawan Woro 
Endartiningrum, SE., taman-taman tersebut bisa 
digunakan juga sebagai Taman Edukasi dan Bina 
Lingkungan yang akan banyak dikunjungi dan 
menjadi magnet wisata baru yang menyedot animo 
warga.

''Pada hari Minggu banyak keluarga yang 
bersantai di taman-taman Kota Salatiga sambil 
menikmati kuliner tradisional yang disajikan pelaku 
usaha kecil di sekitar taman. Ini benar-benar dapat 
memberdayakan perekonomian warga masyarakat,'' 
kata Wakil Ketua DPRD Riawan Woro.

Ke depan pihak terkait perlu menyiapkan hal-
hal yang lain, seperti outbound yang khusus untuk 
pelajar dan karyawan perusahaan, agar lebih dapat 
menarik pengunjung. 

''Pemerintah Kota Salatiga harus mampu 
memberi manfaat untuk lingkungan sekitar. Dengan 
adanya objek wisata baru dengan fasilitas yang 
lengkap bisa memberi hiburan segar dengan biaya 
terjangkau untuk warga” tambah Ibu Woro.

Selain itu, ada juga bangunan yang masih 
fresh ditambah penataan yang pas menjadikannya 
spot buruan ter-ngehits dikalangan traveler. 
Umumnya mereka berburu foto untuk diunggah di 
media sosial sebagai bentuk dari eksistensi diri, yaitu 
tempat rekreasi Taman Tingkir Salatiga.

Taman ini berada di sebelah timur Kota 
Salatiga tepatnya di Kecamatan Tingkir, merupakan 
sebuah taman terbuka yang bisa dijadikan alternatif 
wisata bagi keluarga yang mendambakan suasana 
baru. Fasilitasnyapun terbilang cukup lengkap, ada 
arena bermain anak, arena olahraga, toilet umum, 
kolam hingga mushalla.

Bukan hanya itu saja, di kawasan Taman 
Tingkir ini juga tersedia fasilitas yang ramah untuk 
mereka yang berkebutuhan khusus serta para 
lansia. Taman ini sudah sangat ramai bahkan sejak 
pembangunannya belum rampung di akhir tahun 
2015 kemarin.

“Kita sangat membutuhkan ruang terbuka 
hijau di dunia modern yang semakin sesak seperti 
sekarang ini, anak-anak kita mulai kehilangan ruang 
bermain dan orang dewasa sulit menemukan tempat 
lapang untuk bersenang-senang. Taman Tingkir 
salah satu solusi bagi permasalahan tersebut” 

tandas Ibu Woro.(wj/ss)
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pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka 
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada 
aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
setempat, dengan tembusan disampaikan kepada 
KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP 
Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau 
Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. 
Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, 
tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah 
peserta yang diundang dan penanggung jawab.

Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan 
Syaemuri bahwa pertemuan tatap muka, dilakukan 
dengan pertemuan tatap muka secara interaktif. 
Dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung 
tertutup atau terbuka, dan/atau luar ruangan 
(dalam bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal 
warga, komunitas warga atau tempat umum 
lainnya).  Dilaksanakan dengan ketentuan, peserta 
kampanye tidak melampaui kapasitas tempat 
duduk.

Petugas kampanye wajib menyampaikan 
pemberitahuan tertulis tentang pelaksanaan 
kegiatan kepada Kepolisian Resor Salatiga dengan 
tembusan KPU Kota Salatiga dan Bawaslu Kota 
Salatiga serta petugas kampanye dapat memasang 

alah satu tahapan penyelenggaraan 

SPemilu Tahun 2019 diantaranya 
adalah pelaksanaan kampanye. 

Definisi kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 
1 angka 29, undang-undang nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh peserta Pemilu atau fihak lain yang 
ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan 
pemilih dengan menawarkan visi, misi, program 
dan/atau citra diri peserta pemilu. 

Beberapa metode pelaksanaan kampanye 
diantaranya adalah 

Pertama: Pertemuan Terbatas. 
Untuk pertemuan terbatas, pelaksananya 

dari peserta pemilu. Untuk tempat yang di 
perbolehkan berada di dalam ruangan dan di gedung 
tertutup. Sedang untuk pesertanya maksimal 3.000 
orang untuk tingkat nasional, maksimal 2.000 orang 
untuk tingkat provinsi dan maksimal 1.000 orang 
untuk tingkat kabupaten /kota, sedangkan petugas 
kampanye pertemuan terbatas hanya diperbolehkan 
membawa dan memasang bendera, tanda gambar, 
atau atribut peserta pemilu dan bahan kampanye.

“Pertemuan terbatas dapat dilakukan di 
dalam ruangan atau gedung tertutup dengan jumlah 
peserta disesuaikan dengan kapasitas gedung dan 
paling banyak 1000 (seribu) orang. Petugas 
kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan 
tertulis tentang pelaksanaan kegiatan kepada 
Kepolisian Resor Salatiga dengan tembusan KPU 
Kota Salatiga dan Bawaslu Kota Salatiga dan dapat 
membawa, menggunakan, memasang dan/atau 
menyebarkan bendera, tanda gambar, atau atribut 
peserta pemilu dan/atau bahan kampanye” Jelas 
Ketua KPU Kota Salatiga, Syaemuri.

Kedua: Pertemuan Tatap Muka. 
Untuk pertemuan tatap muka, berbeda 

uraian dengan pertemuan terbatas. Untuk 
pertemuan tatap muka hanya boleh dilaksanakan di 
dalam ruangan/gedung tertutup/terbuka dan juga 
di luar ruangan. Pertemuan tatap muka dapat 
dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung 
tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan 
ketentuan, jumlah peserta tidak melampaui 
kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri 
atas peserta pendukung dan tamu undangan. 
Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan diluar 
ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 
kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, 
komunitas warga atau tempat umum lainnya.

Petugas kampanye pertemuan tatap muka 
dapat memasang alat peraga kampanye di halaman 
gedung atau tempat pertemuan. Tim kampanye 

Oleh : Syaemuri *)Oleh : Syaemuri *)Oleh : Syaemuri *)

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
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Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau 
tempat pertemuan.

Ketiga: Penyebaran Bahan Kampanye kepada 
umum. 

Bahan kampanye dapat berupa selebaran, 
brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup 
kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, 
pin dan/atau alat tulis; Desain bahan kampanye, 
paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta 
pemilu. 

Bahan kampanye tersebut, apabila 
dikonversi dalam bentuk uang, nilainya paling tinggi 
senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); Bahan 
kampanye dapat disebarkan pada kampanye 
pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka 
dan/atau rapat umum; Stiker sebagaimana 
dimaksud angka 1), dilarang ditempel di tempat-
tempat sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 23 
Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu.

Keempat: Pemasangan Alat Peraga Kampanye 
di tempat umum. 

Alat Peraga Kampanye disini meliputi baliho, 
billboard atau videotron; (maks 4 x 7 m), spanduk 
dan/atau (maks 1,5 x 7 m) dan umbul-umbul.

Desain alat peraga kampanye dapat memuat, 
lambang, nama dan nomor peserta pemilu, visi, misi 
dan program peserta pemilu, foto peserta pemilu, foto 
pengurus partai politik dan foto tokoh yang melekat 
pada citra diri peserta pemilu.

KPU Kota Salatiga dapat memfasilitasi 
pemasangan alat peraga kampanye berupa 
pencetakan atas desain yang dibuat peserta pemilu 
berupa baliho dengan ukuran maksimal 3 x 5m 
sebanyak maksimal 10 (sepuluh) buah se Kota 
Salatiga untuk setiap pasangan calon dan partai 
politik peserta pemilu, spanduk dengan ukuran 
maksimal 1,25 x 5m sebanyak maksimal 16 (enam 
belas) buah se Kota Salatiga untuk setiap pasangan 
calon dan partai politik peserta pemilu serta spanduk 
dengan ukuran maksimal 1,25 x 5m sebanyak 

maksimal 10 buah untuk anggota DPD.
Hasil pencetakan sebagaimana dimaksud 

pada angka 3), diserahkan dan dipasang oleh peserta 
pemilu sendiri; Perawatan, pemeliharaan, 
pembersihan dan penurunan APK yang telah 
diserahkan sebagaimana dimaksud angka 4), 
menjadi tanggung jawab peserta pemilu. 

Selain yang difasilitasi pencetakannya oleh 
KPU Kota Salatiga, peserta Pemilu juga dapat 
menambah pencetakan alat peraga kampanye 
berupa: Baliho dengan ukuran maksimal 3 x 5m 
sebanyak maksimal 5 (lima) buah per kelurahan 
untuk setiap peserta pemilu dan spanduk dengan 
ukuran maksimal 1,25 x 5m sebanyak maksimal 10 
(sepuluh) buah per kelurahan untuk setiap peserta 
pemilu.

Pemasangan alat peraga kampanye 
sebagaimana dimaksud angka 3) dan angka 5), harus 
melalui mekanisme perijinan yang berlaku di Kota 
Salatiga.

Penempatan dan pemasangan alat peraga 
kampanye tersebut diatur dalam Peraturan Walikota 
Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat 
Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan 
Kampanye Pada Pemilihan Umum Dan/Atau 
Pemilihan di Kota Salatiga.

Kelima: Media Sosial. 
Peserta Pemilu dapat melakukan kampanye 

melalui melalui media sosial maksimal 10 akun 
untuk setiap jenis aplikasi. Desain dan materi pada 
media sosial, paling sedikit memuat visi, misi dan 
program peserta pemilu, sedang pelaksana 
kampanye wajib mendaftarkan akun sebagaimana 
dimaksud pada angka 1), kepada Komisi Pemilihan 
Umum Kota Salatiga paling lambat 1 (satu hari 
sebelum masa kampanye), menggunakan formulir 
Model FK-MEDSOS.DPRD-KAB/KOTA.

Keenam: Iklan dimedia cetak, media 
elektronik dan media jaringan, 
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KPU Kota Salatiga memfasilitasi penayangan 
iklan media cetak, media elektronik dan media dalam 
jaringan. Desain dan materi iklan media cetak, media 
elektronik dan media dalam jaringan dibuat oleh 
partai politik, paling sedikit memuat visi, misi dan 
program peserta pemilu (dapat berupa tulisan, 
suara, gambar dan gabungannya yang bersifat 
naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak 
interaktif serta dapat diterima melalui perangkat 
penerima pesan).

Iklan media cetak, media elektronik dan 
media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua 
puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) 
hari sebelum dimulainya masa tenang.

Dilarang membuat materi 
iklan dalam bentuk tayangan 
atau penulisan dalam bentuk 
berita;

Ketujuh: Rapat Umum, 
Rapat  Umum dapat  

dilaksanakan di lapangan, 
stadion, alun-alun, tempat 
terbuka lainnya. Pelaksana rapat 
umum harus memperhatikan 
daya tampung tempat.

R a p a t  u m u m  
dilaksanakan selama 21 (dua 
puluh satu) hari dan berakhir 
sampai dengan 1 (satu) hari 
sebelum dimulainya masa 
tenang. Rapat umum dimulai 
pukul 09.00 WIB s/d 18.00 WIB 
dengan menghormati hari dan 
waktu ibadah.

Petugas dapat memasang 
alat peraga kampanye di lokasi 
kampanye rapat umum dilarang 
membawa atau menggunakan 
tanda gambar, symbol, panji 
pataka, dan atau bendera yang 
bukan tanda gambar atau atribut 
dari peserta pemilu yang 
bersangkutan, melakukan pawai 
k e n d a r a a n  t a n p a  s e i j i n  
Kepolisian Resor Salatiga dan 
KPU Kota Salatiga menyusun 
jadwal Kampanye Rapat Umum, 
setelah berkoordinasi dengan 
pelaksana kampanye.

Kedelapan: Kegiatan lain 
yang tidak melanggar larangan 
kampanye pemilu dan peraturan 
perundang-undangan.

Peserta Pemilu dapat 
melakukan kampanye dalam 
bentuk lain antara lain dengan 
kegiatan kebudayaan meliputi 
pentas seni, panen raya, dan 
atau konser musik, kegiatan 

olahraga, meliputi gerak jalan santai, dan atau 
sepeda santai, perlombaan yang mencakup semua 
jenis perlombaan, maksimal dilaksanakan sebanyak 
3 (tiga) kali, dapat diberikan hadiah dalam bentuk 
barang, yang nilai akumulatifnya paling tinggi 
seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Mobil milik pribadi atau milik pengurus partai 
politik yang berlogo partai politik peserta pemilu. 
Kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah 

dan/atau hari ulang tahun.(ss)

*)Penulis adalah Ketua KPUD 

Kota Salatiga
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WACANA

maknane ing sesrawungan. Basa uga asipat mana 
suka (arbitrer), ora mligi gumantung saka tata cara 
kang wus baku. Basa mono nut pigunane lan bakal 
ana mulur mungkrete (dinamis). Kajaba saka iku, 
basa uga manca warna (beragam). Nadyan wus 
katemtokake kanthi tata cara paugeran, awit sing 
migunaake basa manca warna (heterogen) nut jinis 
suku lan papane, mula banjur lair basa dialek. 
Nadyan basa ngemu sipat mana suka, mulur 
mungkret lan nut pigunane, kabeh mau uga kudu 
bisa katampa dening kang migunaake basa mau 
(masyarakat).

Sajroning srawung ing bebrayan sesrawungan 
supaya bisa katampa kanthi becik, ora ngemung 

migunaake basa minangka saranane. Saliyane basa 
uga ana kang kasebut budi pekerti. Budi saka basa 
Sansekerta, buddhi ; rumangsa, eling. Dene pekerti 
ateges watek lan tingkah. Budi pekerti bisa 
dimaknani, tingkah laku lan watek kang becik ing 
bebrayane sesrawungan kang linambaran karep 
kang becik. Ateges, karep (pikiran) lan tingkah 
(perbuatan) ora bisa dipisahke. Loro kang nyawiji, siji 
kang aloro. Tuladhane, karep lan tingkah kang becik 
bakal nuwuhake kasil kang becik.

Budi pekerti uga bisa dimaknani, sawijine 
padatan tingkah laku becik ing sesrawungan. 

Mula, budi pekerti kudu diwulanggladhenake 
sacepete ing babagan : tata cara manganggo busana, 

*)Oleh : djisnozero45
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Tumrap Budi PekertiTumrap Budi PekertiTumrap Budi Pekerti

asa mono sawijinine tata cara (system) Bkang awujud lambang-lambang swara 
k a n g  s a b e n  l a m b a n g  b a s a  

nglambangake makna utawa gagasan (konsep). Lan 
basa minangka sarana kanggo nglairake gagasan lan 
rasa kang ana ing pikiran lan ati.

Basa sawijining sarana kanggo mangun 
sesrawungan ing antarane manungsa lan isine alam, 
kalebu manungsa minangka perangane masyarakat.

Yen katiti saka perangan sosiolinguistik, basa 
dimaknani minangka sawijining tata cara lambang 
kang sinebut : awujud swara, asipat arbitrer, 
dinamis, manca warna lan manusiawi. Mula, basa 
kudu dilisanake (swara) supaya bisa dimangerteni 



antarane budi pekerti kang ngemu gagasan lan karep 
bisa dilisanake, diswaraake lan bisa ditampa sarta 
dimangerteni dening liyan. Nanging ing kanyatane 
ora gampang ditampa lan dimangerteni dening liyan, 
awit, budi pekerti kang dhasare saka pikiran lan ati  
sipate abstrak. Nadyan dilisanake kanthi tata cara 
paugeran kanthi pener nanging manawa saka karep 
lan ati ora jujur, ateges budi pekertine lamis.

*)Penulis Budayawan 
Salatiga

tata cara omongan, tata cara sapa-aruh, tata cara 
ngurmati liyan, tata cara mangan lan ngombe, tata 
cara  mlebu lan  metu saka omah,  lan  
sapanunggalane.

Basa Jawa
Basa Jawa sawijine basa daerah/lokal kang 

dipigunaake dening masyarakat pigunane.
Anggone migunaake, basa Jawa uga miturut 

tata cara pigunan basa liyane. Basa kang anggone 
migunaake kudu diswaraake (lisan) uga kawengku 
ing paugeran, supaya kagunan basa (minangka 
sarana srawung), gagasan lan karepe bisa katampa 
lan dimangerteni dening liyan.

Kajaba saka iku, basa Jawa (uga basa liyane) 
anggone nglisanake uga katata ing paugeran, kayata 
: unggah-ungguh basa (ngetrepke basa marang liyan 
sing diajak rembugan) Saliyane iku uga migatekake 
tata cara nglisanake : seru lan lirihe swara (volume), 
lagune swara (intonasi), cepet lan rendhete swara 
(tempo) sigege tembung (jeda) cethane ukara 
(artikulasi) lan sapanunggalane.

Sawise ing babagan basa wus katata nut 
paugeran kanthi becik lan permati, ing babagan sapa 
aruh (rembugan marang liyan) uga wigati ing 
babagan sikep (posisi badan) : ngadeg, ngadeg ngapu 
rancang, lungguh, lungguh jengkeng, lungguh sila, 
lan sapanunggalane. Ateges, sapa aruh mono kudu 
nyawijekake babagan basa lan sikep. Basa kang 
runtut pener (tata krama) lan sikep kang pantes (tata 
trapsila) kudu nyawiji, ora kena geseh. Basa kang 
runtut nanging sikepe kurang trep, nuwuhake tata 
trapsila kang kurang trep. Sikep kang trep nanging 
basane kurang runtut, uga nuwuhake tata krama 
kurang pener. 

Dene pangretrapane basa Jawa tumrap budi 
pekerti uga kudu katata kanthi paugeran supaya 
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Rumah Sakit Type C Kebanjiran PasienRumah Sakit Type C Kebanjiran PasienRumah Sakit Type C Kebanjiran Pasien

LAPORAN UTAMA

PJS ( Badan Penyelenggara Jaminan 

BSosial ) merupakan Badan Usaha Milik 
Negara yang ditugaskan khusus oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan 
pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. BPJS Kesehatan bersama BPJS 
Ketenagakerjaan (dulunya bernama Jamsostek) 
merupakan program pemerintah dalam kesatuan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan 
pada tanggal 31 Desember 2013. Sedangkan BPJS 
Kesehatan ini mulai beroperasi sejak tanggal 1 
Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan 
mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

Perlu diketahui BPJS ini dulunya bernama 
Askes ( Asuransi Kesehatan ) yang dikelola oleh 
PT.Askes Indonesia ( Persero ), Sesuai UU No. 24 
Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia 
berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 
Januari 2014

Bagi masyarakat yang akan berobat dengan 
menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan harus  
memahami alur rujukan BPJS dan syarat rujukan 
BPJS sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh 
rumah sakit sangat penting bagi masyarakat yang 
ingin berobat menggunakan kartu BPJS. 
Memperhatikan surat rujukan dan alur pelayanan 
BPJS ketika berobat dapat menolong kita ketika 
melakukan pengobatan, sehingga kita dapat 
ditanggung oleh BPJS. 

Untuk pengobatan rawat jalan, alur pelayanan 
BPJS Kesehatan pada Faskes Tingkat I, pasien harus 
menyiapkan kartu BPJS, KTP yang masih berlaku 
dengan identitas yang sama. Lakukan registrasi di 
loket jika pasien dapat ditangani di Faskes Tingkat I, 

maka dokter akan menulis resep dan bisa 
menebusnya di apotek. Namun jika pasien tidak bisa 
ditangani di Faskes ini, pasien harus melakukan 
rujukan BPJS Kesehatan ke Faskes Tingkat II 
bahkan ke Faskes Tk III.

Sedangkan untuk rawat inap pasien harus 
mendatangi Faskes Tingkat I terlebih dahulu suntuk 
mendapatkan surat rujukan yang dibuat oleh dokter 
Faskes Tingkat I. Adapun syarat rujukan BPJS ke 
rumah sakit antara lain: fotokopi Kartu Keluarga 
(KK), fotokopi KTP, kartu BPJS Kesehatan asli dan 
fotokopi.

Untuk pasien gawat darurat, pasien bisa 
langsung   mendatangi Unit Gawat Darurat (UGD) di 
rumah sakit dengan membawa Kartu BPJS asli dan 
fotokopian, KK, dan KTP milik pasien. Apabila rawat 
inap dinyatakan penuh, maka solusinya naik kelas 
atau turun kelas. Namun lebih baik jangan sampai 
naik kelas VIP karena nominal biaya tambahan akan 
lebih besar.

Bagi pasien dari luar daerah mekanisme 
rujukan BPJS di luar kota tentuya berbeda dengan 
proses BPJS di daerah asal pasien. Peserta BPJS 
harus mengajukan surat pengantar ke kantor BPJS 
di daerah asal. Surat ini tentunya digunakan agar 
tidak ditolak oleh Faskes Tingkat I daerah lain 
kepada peserta. Rumah Sakit rujukan BPJS 
biasanya akan meminta persayaratan seperti 
biasanya.

Aturan yang diterapkan BPJS Kesehatan 
mulai 15 Agustus 2018 ini berbeda dengan yang 
sebelumnya, karena sekarang masyarakat tidak bisa 
memilih rumah sakit rujukan yang diinginkan atau 
yang dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka.

Sosialisasi layanan BPJS di Kantor DPRD Kota Salatiga.Sosialisasi layanan BPJS di Kantor DPRD Kota Salatiga.Sosialisasi layanan BPJS di Kantor DPRD Kota Salatiga.
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Jika tenaga dokter banyak menangani di RS 
tipe C/D adalah dokter dari RSUD Kota Salatiga, ini 
akan menjadi kendala tersendiri terkait pembagian 
jam prakteknya. Pasien harus menunggu lama 
karena dokter masih bertugas di rumah sakit lain.

Lebih lanjut Bu Ning mengatakan bahwa saat 
ini dari pihak legislatif sedang menggodok sebuah 
wacana untuk membangun RS tipe D/C di Salatiga, 
dikarenakan saat ini belum terdapat RS tipe D, 
terutama untuk RS milik pemerintah.

“Atau jika memungkinkan Puskesmas 
Cebongan ditingkatkan menjadi RS tipe D, 
bagaimana caranya mungkin bisa berkonsultasi ke 
provinsi atau jika perlu langsung ke pusat.” Papar 
legislator dari Argomulyo ini

Sebagaimana diketahui saat ini Puskesmas 
(Pusat Kesehatan Masyarakat) Cebongan yang 
terletak di kecamatan Argomulyo dengan lokasinya 
yang strategis di pinggir jalan raya Salatiga Solo ini 
telah mempunyai fasilitas rawat inap dan peralatan 
yang relatif lengkap.

Saat ini pasien yang berobat ke RSUD Kota 
Salatiga sedikit berkurang dikarena aturan dari 
BPJS, padahal investasi dari pemerintah kota sangat 
besar sehingga muncul kekhawatiran jika RSUD 
Kota Salatiga akan mengalami penurunan pasien 
dan bahkan penurunan kelas.

“Jika sampai rumah sakit yang kita miliki 
(RSUD) sampai turun kelas, itu sungguh sangat 
disayangkan, apalagi perlu diingat bahwa RSUD 
Kota Salatiga juga mengemban misi sebagai rumah 
sakit pendidikan sehingga perlu kita jaga bersama 
k u a l i t a s  p e l a y a n a n n y a . ”  P u n g k a s  

Suryaningsih.(ss/ss)

Dengan adanya aturan pelayanan BPJS 
Kesehatan  ini pasien diharuskan menempuh 
pengobatan secara berjenjang dari Faskes (Fasilitas 
Kesehatan) Tk I baru kemudian dirujuk ke Rumah 
Sakit (RS) tipe D kemudian ke RS tipe C selanjutnya 
ke RS tipe B atau tipe A.

Adanya alur pelayanan BPJS Kesehatan 
dengan sistem berjenjang ini membuat rumah sakit 
tipe C di Salatiga kebanjiran pasien, mereka seperti 
kurang siap menghadapi lonjakan pasien yang 
datang.

Tak jarang pasien harus  mengikuti proses 
administrasi yang rumit dan antrean panjang, 
sehingga pasien membutuhkan waktu lama guna 
mendapatkan pengobatan. Belum lagi waktu yang 
dibutuhkan untuk mengantri pemeriksaan dan 
pengambilan obat.

Anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi A 
bidang Hukum dan Pemerintahan dr. Suryaningsih, 
M.Kes. yang juga mantan Direktur RSUD Salatiga 
menanggapi hal tersebut sudah merupakan aturan 
dari pusat dan berlaku secara nasional.

“Karena RSUD Kota Salatiga adalah RS tipe B 
maka pasien tidak bisa langsung dirujuk ke RSUD,  
untuk itu RS tipe C/D harus siap bisa 
mengantisipasi lonjakan pelayaan pengobatan ini 
yang dulu mungkin ditangani oleh RSUD Kota 
Salatiga.” kata politisi Gerindra ini.

Menurut Bu Ning, Rumah Sakit tipe C/D 
harus siap dalam segala hal, baik itu terkait SDM 
(Sumber Daya Manusia), peralatan kesehatan, obat-
obatan, ruangan perawatan bahkan waktu yang 
diharapkan bisa lebih optimal dalam pelayanan bagi 
warga Salatiga.

Komisi A DPRD Kota Salatiga bidang Hukum dan Pemerintahan melakukan sidak ke RSUD Salatiga.Komisi A DPRD Kota Salatiga bidang Hukum dan Pemerintahan melakukan sidak ke RSUD Salatiga.Komisi A DPRD Kota Salatiga bidang Hukum dan Pemerintahan melakukan sidak ke RSUD Salatiga.
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Penyelamatan AsetPenyelamatan AsetPenyelamatan Aset

LAPORAN UTAMA

engelolaan barang/aset milik negara 

Patau milik daerah masih menjadi 
permasalahan yang belum tuntas 

diselesaikan baik di intansi pusat maupun 
pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Salatiga dalam beberapa 
tahun ini telah melakukan penatausahaan aset 
daerah yang selama beberapa tahun kurang 
mendapat perhatian.

Ketua Komisi B bidang Ekonomi dan 
Keuangan DPRD Kota Salatiga, H. Budi 
Santoso,SE,MM yang ditemui beberapa waktu lalu 
mengatakan bahwa Pemkot Salatiga perlu 
menyelamatan aset barang milik daerah. Salah satu 
caranya dengan melakukan inventarisasi BMD 
(Barang Milik Daerah) baik itu aset bergerak maupun 
aset tidak bergerak.

“Kita harus mempunyai database (BMD) yang 
jelas, jika itu  terkait aset berupa tanah atau 
bangunan harus ada bukti sertifikatnya, sehingga 
setiap jengkal tanah milik daerah jelas 
kepemilikannya.” kata Pak Budi.

Lebih lanjut Pak Budi mengatakan jika ada 
bangunan milik Pemkot yang tidak terpakai bisa 
dimanfaatkan pihak swasta atau masyarakat dengan 
cara sistem sewa atau kerjasama namun harus 
dengan perjanjian MOU (memorandum of 
understanding) yang jelas baik itu biaya maupun 

durasinya, sehingga tidak muncul permasalahan di 
kemudian hari.

“Bahkan jika ada gedung eks sekolah yang 
tidak terpakai lagi, bisa dimanfaatkan masyarakat 
sekitar untuk kegiatan kemasyarakatan misalnya 
untuk madarasah atau TPQ (Tempat Pendidikan 
Qur'an) namun tetap harus ada MUO yang jelas. 
Pemanfaatan aset ini guna menjaga agar aset 
tersebut tidak bertambah rusak.” tandas politisi PKS 
ini.

Masih menurut Budi Santoso, jika memang 
ada BMD yang telah rusak atau tidak berfungsi lagi 
juga diinventarisir sehingga bisa segera untuk 
dihapus atau dilelang. Namun perlu dipikirkan pula 
mengenai lokasi penyimpanannya sehingga BMD 
tersebut tidak bertambah rusak yang pada akhirnya 
akan mengurangi nilai aset tersebut saat akan 
dilelang.

Komisi B beberapa saat yang lalu telah 
meninjau aset-aset Pemkot Salatiga yang sedang 
dibangun atau direnovasi menjadi pasar tradisional, 
diantaranya Pasar Sayangan, Pasar Krenceng dan 
Pasar Andong. 

Khusus untuk Pasar Krenceng lokasi 
pembangunannya memanfaatkan lahan eks tanah 
bengkok Kelurahan Kecandran Kecamatan 
Sidomukti Kota Salatiga yang selama ini terkesan 
mangkrak dan hanya dimanfaatkan secara 

Melalui Inventarisasi Barang Milik DaerahMelalui Inventarisasi Barang Milik DaerahMelalui Inventarisasi Barang Milik Daerah

Rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Kota Salatiga.Rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Kota Salatiga.Rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Kota Salatiga.
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“ Sistem sewa ini pun telah ada klasifikasi 
tanahnya yakni tanah grade A, grade B dan grade C 
dengan nilai sewa yang berbeda-beda, dan untuk 
tanah seluas 1 ha harus dibagi untuk satu 
kelompok.” Kata warga Kauman Kidul ini.

Namun Sarmin menyoroti tentang aset ETB 
yang telah dilakukan tukar guling pada masa lalu 
dan sekarang aset tersebut berada diluar wilayah 
Kota Salatiga.Dan Ironisnya beberapa aset tersebut 
tersertifikasi.

“Perlu diselesaikan segera permasalahannya 
takutnya nanti akan diambil alih dan fungsi, 
terutama di wilayah Kota Salatiga hasil pemekaran 
dari Kabupaten Semarang, bukan hanya tanah 
sawah tapi juga aset lahan lainnya” Kata Politisi PDIP 
ini.

Lebih lanjut Sarmin mengatakan bahwa aset 
tanah tersebut perlu ditelusuri supaya tidak menjadi 
bom waktu dan salah satu caranya dengan 
melibatkan para tokoh masyarakat, RT dan RW yang 
mereka secara pasti mengetahui histori dari tanah 
tersebut.

“Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah 
melakukan proses sertifikasi bagi tanah-tanah 
makam desa  yang  penge lo laannya  dan 
kepemilikannya adalah masyarakat bukan oleh 
Pemerintah Kota Salatiga, sehingga jelas statusnya.” 

pungkas Pak Sarmin.(wj/ss)

temporary untuk kegiatan pasar malam keliling.
Terkait hal itu Pak Budi mengatakan bahwa 

dalam pembangunan pasar memperhatikan para 
pedagang lama baru untuk mendapatkan lapak, jika 
memang ada yang lapak tesisa bisa diberikan kepada 
masyarakat sekitar.

Tugas Pemerintah Kota Salatiga setelah 
membangun pasar adalah bagaimana membuat 
pasar itu menjadi ramai, sehingga tujuan 
pembangunan pasar untuk memberikan 
kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian 
bagi masyarakat dapat terwujud.

“Pasar yang dibangun harus mempunyai 
produk yang khas, dan dibantu dengan promosi dari 
pihak terkait misalnya dengan mengarahkan para 
tamu yang berkunjung ke Salatiga untuk datang ke 
pasar tersebut.” tutup Legislator dari Argomulyo ini.

Lain halnya dengan Sekretaris Komisi B DPRD 
Kota Salatiga, Sarmin, S.Pd yang menyoroti tentang 
pemanfaatan aset Pemkot Salatiga berupa tanah dan 
sawah Eks Tanah Bengkok (ETB) yang tersebar di 
beberapa kelurahan di Kota Salatiga.

Menurut Sarmin, pengelolaan lahan ETB 
selama ini relatif sudah baik karena selama ini dalam 
proses sewa menyewa dilakukan dengan cara lelang 
terbuka di kantor kelurahan setempat  dengan 
durasi sewa selama satu tahun dan dapat 
diperpanjang untuk tahun berikutnya.

Rapat Komisi B DPRD Kota Salatiga bersama Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.Rapat Komisi B DPRD Kota Salatiga bersama Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.Rapat Komisi B DPRD Kota Salatiga bersama Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga.
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LAPORAN UTAMA

omisi C DPRD Kota Salatiga bidang 

KPembangunan dan Kesejahteraan 
Rakyat mengadakan Rapat Koordinasi 

dengan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) 
dilingkungan Pemerintah Kota Salatiga terkait 
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 
2019 mendatang.  

Dalam menjalankan salah satu fungsi DPRD 
yaitu fungsi pengawasan, DPRD Kota Salatiga 
melalui Komisi C mengajak berembug bersama mitra 
kerja diantaranya adalah Bapelitbangda, Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas 
Linkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perumahan 
dan Permukiman serta 4 kecamatan. 

Dari hasil koordinasi tersebut Ketua Komisi C 
H. M. Kemat, S.Sos menyampaikan bahwa “dalam 
dialog tersebut diawali mendegarkan dari pihak 
perencana yaitu Bapelitbangda yang telah mencover 
berbagai usulan program baik kegiatan fisik maupun 
non fisik dari masing-masing OPD” kata Politisi PDI  
Perjuangan Salatiga tersebut. 

Lebih lanjut Pak Kemat menyampaikan dari 
program usulan yang disampaikan oleh OPD 
khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan 
Permukiman dan Dinas  Lingkungan Hidup sebagian 
besar adalah program fisik, namun angkanya tidak 
sebesar ditahun sebelumnya. 

 “Kami menegaskan sikap pada OPD yang 
banyak kegiatan fisik untuk melaksanakan kegiatan 
tersebut secara profesional juga sesuai dengan 
nomenklatur yang ada, seluruh kegiatan dishare 
secara transparan. Siapapun yang melaksanakan 
kegiatan kami persilahkan, toh posisi kepanitiaan 
dijamin oleh peraturan.” Jelas politisi senior 
tersebut.

Pak Kemat berharap tingkat kualitas 
pekerjaan dari masing-masing kegiatan baik fisik 
maupun non fisik harus bisa ditingkatkan. “kami 
berharap peran tim pengawas dari masing OPD dan 
masyarakat untuk turut andil dalam mengawasi 
kegiatan yang akan dilaksanakan, Sehingga hasilnya 
berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat Kota 
Salatiga.” jelas Pak Kemat.  

Ketua Komisi C menegaskan bahwa tahun 
2019 ini adalah tahun politik. Oleh karena itu 
seluruh OPD harus extra hati-hati dalam mengelola 
sedikit anggaran yang ada. tidak boleh ada yang 
mencampur adukkan antara program kegiatan yang 
ada di pemerintah kota dengan politik praktis.  “Jika 
memang hal itu ada, maka segera melaporkan maka 
kami akan malaksanakan proses pengawasan yang 
lebih keras terhadap indikasi tersebut” tandas pak 
kemat dengan tegas.

“Selain itu ada juga sebagian program kegiatan 
yang diluncurkan melalui OPD Kecamatan, untuk 
saat ini Kecamatan diberikan anggaran untuk 
mengelola kegiatan fisik maupun non fisik yang 
sifatnya sekala kecil, yang sebelumnya belum 
diberikan kewenangan untuk melaksanakan 
kegiatan tersebut.” tandas pak Kemat. 

Sebagai catatan ketua Komisi C tersebut 
berharap di masing-masing kecamatan di perkuat 
dengan tim teknis di kasi Ekonomi dan 
Pembangunan, tim teknis tersebut diharapkan yang 
betul-betul menguasai terkait pelaksanaan program 
kegiatan tersebut. Selain itu hasil Musyawarah 
Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) serta 
masukkan masyarakat ditahun 2018 itu harus 
tercover di kegiatan di tahun 2019, apabila tidak 
pemerintah kota harus memberikan alasan-
alasannya. 
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clearkan termasuk jalan-jalan lingkungan yang saat 
ini mungkin belum terinventarisir agar segera di 
catat dalam database tersebut”.

Diharapkan melalui database tersebut 
pemerintah dapat mengetahui jalan mana saja yang 
membutuhkan perbaikan atau yang sudah 
diperbaiki. Karena perbaikan infrastruktur tersebut 
akan membantu memperbaiki pertumbuhan 
perekonomian masyarakat. jelas Politisi Gerindra 
tersebut. 

Saat disinggung mengenai pembangunan 
trotoar yang saat ini berjalan Pak Fatkhi mengatakan 
“sebenarnya kami mendukung untuk perbaikan 
trotoar sebagai wajah kota,  akan tetapi 
prosentasenya diimbangkan antara penataan jalan 
lingkungan yang sekarang ini masih banyak laporan 
dari masyarakat mengenai jalan yang rusak. Itu juga 
perlu diperhatikan, sehingga ketimpangannya tidak 
terlalu njomplang antara jalan protokol dengan jalan 
lingkungan. Selanjutnya untuk trotoar diharapkan 
harus mengakomodir kebutuhan bagi teman-teman 

difabel.” Jelas Pak Fatkhi. (sy/ss)

Sementara itu Supriyadi Fatkhi selaku 
Anggota Komisi C  menanggapi rencana kegiatan 
OPD di tahun 2019, OPD harus memiliki skala 
prioritas diluar anggaran rutin yang sudah berjalan. 
Untuk Dinas Sosial skala prioritas di tahun depan 
kita sangat mendukung untuk dibangun Rumah 
Singgah dan Crisis Center yang diperuntukkan bagi 
anak jalanan, gelandangan dan pengemis, ODGJ 
(Orang dengan gangguan jiwa) hingga WTS (Wanita 
Tuna Susila), PMKS (Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial).

“kami sangat mendukung rencana tersebut, 
karena lokasinya sudah ada didepan Rumah Sakit 
Paru-Paru, tempat tersebut sudah ditunggu oleh 
masyarakat yang membutuhkan supaya Salatiga ini 
akan menjadi kota yang ramah bagi semua pihak” 
kata Pak Fatkhi.    

Lebih lanjut pak Fatkhi mengatakan 
“Sedangkan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat ada beberapa catatan dari kami. 
Karena kita sudah memiliki perda jalan, maka 
database untuk inventarisir jalan itu segera di 
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AJANG SALATIGA CUPAJANG SALATIGA CUPAJANG SALATIGA CUP

LAPORAN UTAMA

ota Salatiga mempunyai tri fungsi kota 

Kyakni sebagai kota pendidikan dan 
olahraga, kota perdagangan dan jasa 

serta  kota  transit pariwisata.
Sebagai kota pendidikan dan olahraga untuk 

tahun 2018 ini, Kota Salatiga mengalami 
peningkatan prestasi ini dibuktikan dengan capaian 
atlet-atlet Salatiga dalam gelaran PORPROV (Pekan 
Olahraga Provinsi) Jawa Tengah ke XV tahun 2018. 

PORPROV yang digelar di Surakarta pasa 20-
25 Oktober 2018 tersebut Kota Salatiga menempati 
posisi  ke enam naik satu t ingkat dari  
penyelenggaraan PORPROV sebelumnya di 
Banyumas empat tahun silam,dengan memperoleh 
30 emas 30 perak dan 39 perunggu. 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 
Salatiga , Drs. Joko Haryono ditemui diruang 
kerjanya beberapa waktu yang lalu mengatakan 
bahwa dinas yang dipimpinnya mempunyai salah 
satu tugas untuk menyediakan bibit-bibit atlet dari 
pelajar baik dari tingkat SD,SMP maupun SLTA. 
Sedang untuk pembinaan atlet prestasi itu menjadi 
ranahnya dari KONI (Komite Olahraga Nasional 
Indonesia) Salatiga.

Salah satunya dengan mengadakan program 
KBO (Kelompok Belajar Olahraga) untuk tujuh 
cabang olahraga (cabor) unggulan dan mempunyai 
potensi  yakni atletik, panahan, catur, pencak silat, 
karate ,  taekwondo dan wushu.  Dengan 
menggunakan ajang Salatiga Cup 2018 sebagai 
acuan dalam perekutan dan seleksi atlet yang akan 

mantan Kabag Kesra Setda Kota Salatiga.
Lebih lanjut Joko mengatakan bahwa prestasi 

atlet-atlet Salatiga pada POPDA memang belum 
optimal, untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) Salatiga 
menempati peringkat 23, untuk tingkat SLTP 
(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) berada di 
peringkat 10 sedangkan di tingkat SLTA (Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas) meraih peringkat 15 dari 35 
kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurut Joko, dalam mencetak atlet olahraga 
yang berprestasi membutuhkan tiga unsur utama, 
yang pertama terkait anggraran atau pendanaan, 
yang kedua terkait penyediaan sarana dan 

Acuan Perekrutan Seleksi AtletAcuan Perekrutan Seleksi AtletAcuan Perekrutan Seleksi Atlet
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KOMISI B ANDY

mengikuti program KBO.
“Salatiga Cup sendiri adalah kompetisi atlet 

tingkat pelajar dari SD hingga SLTA Kota Salatiga 
yang mempertandingkan 12 cabang olahraga. Juara 
masing-masing cabang olahraga itu yang masukkan 
dalam program KBO.” Kata Pak Joko

KBO ini dipersiapkan untuk menghadapi 
POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) baik untuk 
tingkat karesidenan sebagai kualifikasi maupun 
untuk POPDA tingkat Provinsi, yang diadakan pada 
bulan Februari atau Maret tahun depan.

“Harapan kita akan kita  TC (Training Centre) 
kan untuk 60 atlet dari 7 cabor, baik atlet putra-putri 
dari SD dan SMP karena untuk SLTA sudah menjadi 
urusan provinsi. Kita akan sediakan 1 orang pelatih 
dan 1 orang asisten pelatih untuk masing-masing 
cabor dan yang memiliki sertifikat nasional, 
diharapkan para atlet akan menjadi lebih matang 
persiapannya dalam menghadapi POPDA.” ujar 

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio bersama Atlet Paralimpic Ketua DPRD M. Teddy Sulistio bersama Atlet Paralimpic 
Kota Salatiga.Kota Salatiga.
Ketua DPRD M. Teddy Sulistio bersama Atlet Paralimpic 
Kota Salatiga.

Drs. Joko Haryono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Drs. Joko Haryono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
Kota Salatiga. Kota Salatiga. 
Drs. Joko Haryono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
Kota Salatiga. 



lomba lari Salatiga Run in Action, lomba menembak 
Salatiga Shilouetee Open, turnamen catur Piala 
Ketua DPRD Open akan terus diselenggarakan setiap 
tahunnya.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut menurut 
Joko telah mampu meningkatkan perekonomian 
Salatiga pada umumnya.Dengan adanya peserta 
kejuaraan tersebut maka akan banyak atlet-atlet 
luar kota yang akan datang ke Salatiga.

“Kedepannya kita akan kemas lebih 
proposional dan menarik lagi, jadi olahraga dan 
pariwisata, piye carane prestasi ya jalan ekonomi 
juga bergerak,hotel e kebak, UKM e yo payu. “ 
ungkap Pak Joko.

Menanggapi banyak atlet berprestasi dari kota 
Salatiga yang pindah ke daerah lain, Joko Haryono 
mengatakan bahwa kesejahteraan atlet harus 
diperhatikan, perhatian Pemerintah Kota mutlak 
diperlukan bukan saja saat berprestasi namun juga 
terkait masa depan mereka.

“Mereka bisa diusulkan menjadi PNS (Pegawai 
Negeri Sipil) atau setidaknya menjadi THL (Tenaga 
Harian Lepas) di Lingkungan Pemkot Salatiga 
sehingga mereka akan tetap berada di Kota Salatiga.” 

tutup Joko Haryono.(wj/ss) 

prasarana olahraga dan yang terakhir adalah adanya 
SDM (Sumber Daya Manusia) yakni bibit-bibit atlet 
itu sendiri.

Terkait sarana dan prasarana olahraga, tahun 
2016 Pemkot Salatiga telah merehab lapangan 
olahraga di Klumpit Kec Tingkir, tahun 2017 
membangun lapangan Kembang Kec Argomulyo dan 
lapangan Kecandran di Kec Sidomukti sedangkan 
untuk tahun ini tengah dibangun Lapangan Pulutan 
di Kec Sidorejo.

“Harapan kita nanti setiap kecamatan 
memiliki minimal satu lapangan stadion mini untuk 
kegiatan masing-masing masyarakat di kecamatan 
tersebut sehingga tidak semua event larinya ke 
Stadion Kridanggo .” tutur mantan Camat Tingkir ini.

Untuk stadion Kridanggo sendiri, menurut 
Joko Haryono akan diadakan rehab terkait rumput 
stadion yang sudah mulai kurang representative lagi, 
sedang untuk Gedung Olahraga (GOR) yang selama 
ini mangkrak, pihaknya telah mendapatkan lampu 
hijau untuk melakukan kajian-kajian terkait kondisi 
bangunan gedung tersebut apakah masih layak atau 
tidak untuk dilanjutkan pembangunannya.

Selain itu menurut Pak Joko, Salatiga akan 
terus menggelar event-event olahraga baik tingkat 
regional maupun tingkat nasional. Gelaran seperti 

Penyerahan bonus kepada para atlet pemenang di ajang PORPROV tahun 2018.Penyerahan bonus kepada para atlet pemenang di ajang PORPROV tahun 2018.Penyerahan bonus kepada para atlet pemenang di ajang PORPROV tahun 2018.
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LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

emerintah Kota Salatiga kembali 

Pmendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Hasil Pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga 
tahun anggaran 2017.

Penyerahan opini WTP dilakukan oleh Ketua 
BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo kepada 
Walikota Salatiga Yulianto,SE.MM di dampingi Wakil 
Ketua DPRD Kota Salatiga Ir.Hj Diah Sunarsasi di 
Kantor Perwakilan BPK Semarang pada Jumat 28 
Mei 2018. 

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota 
Salatiga, Adhi Isnanto,S.Sos.M.Si ditemui beberapa 
saat lalu di kantornya mengatakan bahwa WTP 
adalah opini tertinggi dari BPK terhadap 
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) sebagai Entitas. 

“Untuk memperoleh opini WTP tidaklah 
mudah ada empat kriteria yang harus dipenuhi LKPD 
kita ,diantara kesesuaian dengan standar akuntansi 
pemerintah, efektivitas penilaian internal, 
kecukupan pengungkapan informasi, dan 
kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.” 
kata Pak Adhi.

“Pencapaian opini WTP kita ini adalah 
merupakan hasil kerja secara kolosal dari seluruh 

OPD karena apabila ada salah satu OPD yang 
penyajian laporan keuangannya tidak sesuai kriteria 
maka akan menimbulkan permasalahan di tingkat 
kota . Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada 
OPD yang secara bersama-sama bisa menyajikan 
LKPD yang notabene akhirnya diakui mendapat 
opini WTP.” ungkap mantan Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Salatiga.

Pak Adhi mengatakan ada beberapa persiapan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam 
upaya memperoleh WTP yang pertama adalah 
d e n g a n  m e m p e r k u a t , m e m b e n a h i  d a n  
menyempurnakan sistem pengelolaan sistem 
keuangan daerah, karena sistem keuangan ini yang 
mengambil peranan yang penting dalam penyajian 
laporan keuangan.

Yang kedua menurut Adhi adalah dengan 
menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia), SDM 
yang dimiliki Pemkot Salatiga dirasa cukup handal 
ditingkat  BKD maupun di OPD (Organisasi 
Perangkat Daerah) baik yang berperan sebagai 
Bendahara, Petugas Akuntansi maupun Pengelola 
Barang.

Terkait masalah pengelolaan aset daerah  yang 
menjadi salah satu indikator untuk memperoleh 
opini WTP Adhi Isnanto mengatakan walaupun 
masih ada kendala di pengelolaan aset, untuk tahun 

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga, Adhi Isnanto,S.Sos.M.Si 
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menggunakan indikator kinerja ini nantinya 
dituangkan dalam pemeringkatan kesehatan fiskal 
dan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mempertahankan opini WTP ini  Adhi 
Isnanto mengharapkan peran OPD di Lingkungan 
Pemkot yang pertama dalam proses pemberian data 
informasi harus lebih cepat, tepat dan akurat.Kedua 
menerapkan SPIP ( Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah) sebagai persiapkan dalam menghadapi 
pemeriksaan BPK.

“Dan yang terakhir adalah dukungan OPD bagi 
Bendahara ,Pe tugas  Akutans i ,  Penge lo la  
Barang,Penyimpan Barang dalam penyusunan 
laporan keuangan. Mereka jangan terlalu diberikan 
tugas terlalu banyak sehingga lebih berorientasi 
dalam menyelesaikan laporan keuangan, walaupun 
saya tahu banyak OPD yang masih kekurangan 

staf.”tutup Adhi.(wj/ss)

ini masalah aset menjadi perhatian 
utama BKD.

“Yang pertama kita akan 
membenahi sistem aset SIMBADA 
(Sistem Pengelolaan Barang Milik 
Daerah) dan SIAP ( Sistem Informasi 
Akuntasi Persediaan) kita benahi, yang 
kedua kita akan melakukan sensus 
barang, dari hasil sensus barang ini 
kita akan menyusun database aset 
diharapkan dengan kita mempunyai 
database aset ini kedepannya masalah 
kita  terkait aset akan lebih mudah” 
Kata mantan Assisten II Sekretaris 
Daerah Kota Salatiga ini.

Masih menurut Adhi , kembali 
peran SDM sangatlah penting, dan 
saya yakin SDM kita mumpuni untuk 
bisa mengelola aplikasi tinggal yang 
bersangkutan mau tidak dalam 
menjalankan kewajibannya. Bahkan 
saya sangat  salut  pada saat  
penyusunan laporan ada OPD yang 
kesulitan dalam pelaporan aset maka 
rekan-rekan dari OPD lain dengan 
senang hati membantu.

“Karena dibeberapa kasus 
CABTA (Catatan Ada Barang Tidak 
Ada) lebih pada kesalahan dalam hal 
pencatatan walaupun memang ada 
beberapa yang memang hilang namun 
sebagian telah bisa diselesaikan, 
makanya dengan adanya sistem yang 
sekarang kita bangun kesalahan-
kesalahan seperti ini bisa kita 
minimalisir.” papar warga Sidomukti 
ini.

Terkait aset Pemkot Salatiga 
yang berada di wilayah luar Salatiga 
Adhi mengatakan bahwa untuk tahun ini 60 bidang 
aset kita yang berada diluar Salatiga telah dalam 
proses pensertifikatan di Badan Pertanahan 
Nasional, dengan target semua aset Pemkot yang 
diluar Salatiga tahun ini telah tersertifikat.

“Atas pencapain opini WTP ini Kota Salatiga 
menerima aspresiasi dari Pemerintah Pusat berupa 
DID (Dana Insentif Daerah) yang besarnya untuk 
tahun ini sebesar 37,5 M, sebuah angka yang besar 
bagi Kota Salatiga“ Kata Adhi Isnanto.

DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama 
dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk 
menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID 
dengan indikator utama adalah opini BPK WTP/WDP 
serta penetapan Perda APBD tepat waktu. 

Sementara kriteria kinerja digunakan menilai 
kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja 
kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah 
(50%), kinerja pelayanan publik dasar (25%) dan 
kinerja ekonomi kesejahteraan (25%). Kriteria 

Penerimaan opini WTP oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo.Penerimaan opini WTP oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo.Penerimaan opini WTP oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo.
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Melihat bahwa peran pasar tradisional 
yang strategis tersebut pemerintah 
harus menempuh langkah-langkah 

konkret dalam upaya peningkatan daya saing pasar 
tradisional. Pencitraan pasar tradisional yang identik 
dengan lokasi perdagangan yang 
kumuh, becek dan tidak higienis 
harus segera diperbaiki sehingga 
perlu dilakukan revitalisasi 
pasar tradisional. Revitalisasi 
pasar  t rad is ional  berar t i  
mensinergikan sumberdaya 
potensial yang dimiliki oleh pasar 
t r a d i s i o n a l  d e n g a n  
mempertimbangkan seluruh 
aspek secara komprehensif, 
terintegrasi dan holistik sehingga 
mampu meningkatkan daya 
saing pasar tradisional dengan 
t e t a p  m e m p e r t a h a n k a n  
kekhasan maupun keunggulan 
yang dimiliki pasar tradisional 
tersebut.

R e v i t a l i s a s i  p a s a r  
tradisional dapat dilakukan 
dengan menata dan membenahi pasar tradisional, 
dimana kelemahan-kelemahan pada pasar 
tradisional yang menyebabkan penurunan daya 
saing pasar tradisional sendiri harus segera 
dibenahi. Kebijakan penting yang harus dilakukan 
pemerintah adalah membenahi wajah pasar 

pasar tersebut serta ada beberapa tambahan 
pedagang baru untuk lantai atas rencana akan 
dijadikan para pedagang kuliner.

Kemudian untuk Pasar Krenceng Kepala 
Bidang Pasar Dinas Perdagangan lebih lanjut 
menjelaskan, pasar yang berlokasi di wilayah 

Dinas PerdaganganDinas Perdagangan

Upayakan Peningkatan Kualitas Mutu Upayakan Peningkatan Kualitas Mutu 
Pasar TradisionalPasar Tradisional

Dinas Perdagangan

Upayakan Peningkatan Kualitas Mutu 
Pasar Tradisional

24

Dian Khorina, SE. MM  Dian Khorina, SE. MM  
(Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kota Salatiga )(Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kota Salatiga )
Dian Khorina, SE. MM  
(Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kota Salatiga )

tradisional dari kesan bau, becek dan kotor.
Kegiatan perbaikan pasar melalui program 

revitalisasi pasar saat ini sedang dilakukan oleh 
Dinas Perdagangan Kota Salatiga pada tahun 2018 
ini. Hal tersebut disampaikan oleh Dian Khorina, SE. 
MM  selaku Kepala Bidang Pasar pada Dinas 
Perdagangan Kota Salatiga. Terdapat 17 pasar 
tradisional di Kota Salatiga dibawah tanggung jawab 
Dinas Perdagangan Kota Salatiga.

Lebih lanjut Dian Khorina menjelaskan di 
tahun 2018 ini dinas perdagangan Kota Salatiga 
telah selesai merevitalisasi 3 pasar tradisional 
diantaranya Pasar Sayangan, Pasar Krenceng dan 
Pasar Andong. Perbaikan ke 3 pasar tersebut 
bersumber dari dana DAK (Dana Aloksi Khusus) yang 
bersumber dari pemerintah pusat dan APBD Kota 
Salatiga tahun 2018. 

Untuk Pasar Sayangan merupakan kegiatan 
rivitalisasi bangunan lama, untuk saat ini telah 
terbangun dengan 2 lantai. Pasar yang berlokasi di 
jalan menuju Beringin Kabupaten Semarang 
tersebut nantinya akan peruntukannya akan dipakai 
oleh pedagang lama yang dulunya menempati lokasi 

Pasar Tradisional Krenceng Sidomukti SalatigaPasar Tradisional Krenceng Sidomukti SalatigaPasar Tradisional Krenceng Sidomukti Salatiga



bisa berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia), 
hal ini bertujuan agar pasar tradisional memiliki 
daya saing dengan pasar modern, serta 
menumbuhkan usah kecil menengah. 

Menjad ikan pasar  yang  mendekat i  
standarisasi SNI (Standar Nasional Indonesia) 
memang tidak mudah namun upaya tersebut harus 
diupayakan sehingga memberikan kenyamanan bagi 
para pengunjung dan meningkatkan persaingan 
usaha. 

Perlu diketahui bersama untuk mendekati 
standarisasi SNI sebuah pasar harus memenuhi 
beberapa kriteria yakni, sisi bangunan, pengelolaan, 
dan fasilitas. Untuk syarat bangunan harus bagus 
dan aman, tidak ada retakan didinding dan atap, 
Saluran air dikelola dengan baik, penanganan 
limbah, dan pengolahan sampah juga diperhatikan 
jangan sampai kumuh dan bau. ditambah lagi 
manajemen pengelolaan pasar harus diperbaiki, 
Pasar wajib ditangani manajemen yang profesional. 

Syarat selanjutnya adalah fasilitas tambahan, 
alat pemadam kebakaran berfungsi dengan baik, 
toilet laki-laki dan perempuan, serta ruang 
menyusui. Hal tersebut harus dipenuhi agar 
memberikan kenyamanan kepada pembeli dan 
penjual. Melihat kondisi di pasar tradisional Kota 
Salatiga kita akan berkomitmen terus agar 
pengelolaan pasar tradisional yang ada saat ini 
mendekati kriteria-kriteria tersebut. pungkas Dian 

Khorina.(sy/ss)

Kelurahan Kecandran tersebut merupakan 
bangunan pasar baru yang dianggarkan dari dana 
DAK terdiri dari 38 kios dan 60 los dan beberapa 
fasilitas. Peruntukkannya  pasar tersebut pioritas 
bagi pedagang lama yang sudah bejualan dilokasi 
tersebut sebelumnya, dan sisanya untuk para 
pedagang baru. Pasar yang dibangun dengan dana 
DAK tersebut sudah selesai 100% terbangun sesuai 
kontrak, namun belum seutuhnya sempurna dari 
DED (Detailed Engineering Design) yang telah dibuat 
oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga, jelas Bu Dian. 

Disinggung perihal manajemen pengelolaan 
pasar di Kota Salatiga mengingat persaingan pasar 
modern yang semakin mengancam keberadaan 
pasar tradisional, Dian Khorina menjelaskan 
kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) serta 
penempatannya yang kurang tepat menjadikan 
pengelolaan pasar tradisional di Kota Salatiga 
menjadi kurang optimal sehingga diakui masih jauh 
dari harapan. Kondisi dilapangan Kepala UPTD (Unit 
Pelaksana Teknis Daerah) Pasar pada Dinas 
Perdagangan membawahi beberapa pasar, namun 
belum ada koordinator disetiap pasar sehingga 
menjadi kurang optimal dalam pengelolaan 
pasarnya. Ditambah lagi dengan minimnya anggaran 
untuk pemeliharaan pasar apalagi di musim 
penghujan seperti saat ini, kondisi bangunan pasar 
tentunya banyak memerlukan perhatian. 

Lebih lanjut Dian Khorina menjelaskan kita 
berharap pasar tradisional yang ada di Kota Salatiga 
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Salatiga 
dalam menjalankan tugas pokok fungsi DPRD 
Berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2009 
tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, 
DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai 
fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan 
yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat 

1. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan 
sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang 
kekuasaan membentuk peraturan daerah.

2. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan 
untuk membahas dan memberikan persetujuan atau 
tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan 
peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh 
Bupati/Walikota.

3. Pengawasan :  Fungs i  pengawasan  
dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan 
peraturan daerah dan APBD.

Mengingat begitu krusialnya peran DPRD 
sebagai representasi rakyat dalam rangka 
pelaksanaan roda pemerintahan maka Setwan perlu 
mengambil langkah strategis dalam membantu 
kelancaran tugas fungsi DPRD.

Latar belakang anggota DPRD yang dari 
berbagai kalangan baik dari segi status sosial, 
pendidikan dan pekerjaan sebelum menjadi anggota 
DPRD perlu disikapi Setwan dengan melakukan 

OPINI

esatnya perkembangan teknologi 

Pinformasi dan cyber telah mengubah 
pola dan tata hubungan antar 

masyarakat maupun antara masyarakat dengan 
pemerintah.  Pada era informasi sekarang ini 
penerapan teknologi informasi telah pula wajib 
dilakukan di instansi pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga dituntut 
untuk melakukan reformasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahannya, termasuk dalam pelayanan 
kepada publik, yang berbasis teknologi informasi 
tersebut. 

Dalam konteks di atas, beberapa tahun 
terakhir ini pemerintah telah memanfaatkan 
kemajuan teknologi dalam berbagai aktifitasnya, di 
antaranya dalam pelayanan publik berbasis 
teknologi informasi. Di Indonesia teknologi informasi 
telah mendapat perhatian Pemerintah melalui 
penerapan electric-government (e-government) dan 
telah memperoleh komitmen atau dukungan yang 
kuat melalui Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan e-Government.  

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Setwan) Kota Salatiga yang mempunyai fungsi 
untuk memfasilitasi akan kebutuhan Dewan 

dalam Menerapkan Teknologi Informasidalam Menerapkan Teknologi Informasidalam Menerapkan Teknologi Informasi

Kewajiban Intansi PemerintahKewajiban Intansi PemerintahKewajiban Intansi Pemerintah
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teknologi informasi. Dengan mengirim staff untuk 
mengikuti pelatihan hardware maupun software 
yang terkait dengan teknologi informasi yang 
dibutuhkan.

5. Pengadaan piranti baik software maupun 
hardware yang mendukung penerapan teknologi 
informasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota 
Salatiga antara lain:

a. Personal Computer (PC) untuk masing-
masing staff yang membutuhkan. Terdapat 21 unit 
PC , 10bh Notebook dan 13 printer untuk 
mendukung kinerja pelayanan kepada ke 25 anggota 
DPRD.

b. 1 (satu ) unit Server HP Proliant Xeon E-5 
Ram 4Gb dan 1Tb HDD untuk menunjang kinerja 
dan kelancaran Website DPRD Kota Salatiga dan 
Anjungan Rakyat Bicara sekaligus untuk menunjang 
konektivitas antar PC di Sekretariat DPRD. Server ini 
ditopang jaringan Fiber optic dari bagian Pusat Data 
Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kota Salatiga 
yang menjamin kelancaran konektivitas jaringan 
internet.

c. Sistem Informasi absensi terpadu untuk 
anggota DPRD sehingga lebih mempermudah 
anggota dewan untuk melakukan absensi.

d. Pengadaan Sistem Informasi Management 
(SIM) Office untuk mendukung pelaksanaan 
persuratan elektronik atau e-paper sehingga tujuan 
penerapan paperless bisa segera diwujudkan. 
Penerapan SIM Office ini dimaksudkan agar segala 
urusan surat menyurat bisa lebih cepat sampai baik 
dari maupun ke anggota DPRD serta mengurangi 
penggunaan kertas (paperless) ini juga sesuai 
dengan semangat go green yang digalakkan 
pemerintah.

e. Pemanfaatan website untuk jembatan 
informasi para wakil rakyat dengan masyarakat yang 
mereka wakili. Segala kegiatan DPRD baik agenda 
kegiatan, rapat, kegiatan kunjungan ke masyarakat 
ditampilkan di Website DPRD Kota Salatiga sehingga 
masyarakat bisa mengetahui apa saja yang 
dikerjakan para legislator mereka.

f. Menerapkan aplikasi e-Pokir (elektronik 
Pokok-pokok pikiran) yaitu suatu aplikasi teknologi 
informasi yang  memungkinkan anggota dewan 
d a l a m  m e n g i n p u t ,  m e n g a w a l  b a h k a n  
memperjuangkan hasil reses dengan kontituante nya 
agar bisa masuk dalam perencanaan APBD.

Dengan mengusung konsep web base dan 
dapat diakses dari piranti smartphone diharapkan 
semakin banyak aspirasi yang dapat diserap oleh 
DPRD guna menentukan kebijakan yang akan 

diambil.(ss)

*)Penulis adalah ASN 

pada Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

peningkatan kapasitas anggota DPRD terlebih bagi 
yang kurang “melek” akan dunia teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang 
berkembang pesat saat ini mau tidak mau harus bisa 
diikuti para wakil rakyat ini, jika mereka “gaptek” 
gagap teknologi maka akan menyulitkan diri mereka 
sendiri. Arus informasi yang sedemikian masif harus 
bisa diikuti oleh anggota DPRD agar tidak tertinggal 
informasi yang uptodate.

Setwan Kota Salatiga telah menginventarisir 
masalah-masalah ini diantaranya :

1. Banyak anggota DPRD yang masih belum 
familiar dengan perangkat maupun teknologi 
informasi.

2. Kurangnya minat untuk belajar tentang 
teknologi informasi dari para anggota DPRD dan Staff 
Sekretariat DPRD.

3. Tidak tersedianya perangkat teknologi 
informasi baik untuk para anggota DPRD maupun 
Setwan.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 
dari Setwan yang bisa menanggani segala hal tentang 
teknologi informasi.

5. Masih belum optimalnya pemanfaatan 
teknologi informasi untuk membantu kelancaran 
tugas.

Terobosan-terobosan yang diambil oleh 
Setwan Kota Salatiga diantaranya :

1. Mengadakan bintek dan workshop dalam 
rangka peningkatan kapasitas anggota DPRD 
tentang pengenalan teknologi informasi yang 
diharapkan akan membuka wawasan tentang 
teknologi informasi dengan bekerjasama dengan 
Universitas terkemuka .

2. Menyed iakan perangkat  semacam 
smartphone atau tablet yang memungkinkan 
anggota  DPRD untuk dapat  mengakses 
informasi.Dengan pemberian perangkat ini 
diharapkan akan sedikit “memaksa” mereka untuk 
belajar tentang teknologi informasi. Setiap anggota 
DPRD dibekali dengan Samsung Galaxy Tab 10.1 
untuk mempermudah komunikasi baik via telepon, 
sms maupun email.

3. Menyediakan koneksi internet dan jaringan 
baik kabel maupun nirkabel yang dapat mendukung 
kelancaran tugas baik Setwan maupun DPRD. 
Dengan bekerjasama dengan Telkom kita 
berlangganan internet dengan kecepatan 5 Mbps 
yang diharapkan mumpuni untuk menunjang traffic 
data baik lewat LAN (Local Area Network) antar PC ( 
Personal Computer ) dilingkungan Setwan maupun 
Wifi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Salatiga. 
Koneksi internet yang memadai juga ikut menunjang 
kebutuhan anggota DPRD maupun staff di Setwan 
dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk 
menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

4. Mengadakan peningkatan kapasitas SDM 
Setwan yang mempunyai basic pendidikan teknologi 
informasi sehingga bisa memperlancar penerapan 
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Dijelaskan Sekretaris Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (PKP) Kota Salatiga, Eny 
Endang Surtiani, ST,MT bahwa awalnya penghuni 
diberikan waktu selama 1 periode (3 tahun) dan 
kemudian diberikan perpanjangan lagi selama 1 
periode sehingga total warga telah menghuni 

selama 6 tahun.(ss/ss)

uncak acara Hari Santri Kota Salatiga 

Ptahun 2018 di selenggarakan di 
Lapangan Pancasila Salatiga pada 

Senin 22 Oktober 2018.
Upacara diikuti oleh seluruh lembaga 

pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU 
(Nahdhatul Ulama) Kota Salatiga dari tingkat RA 
(Raudhatul Athfal), MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs 

(Madrasah Tsanawiya), MA (MADRAH Aliyah) dan 
Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Salatiga.

Bertindak selaku Inspektur Upacara 
Walikota Salatiga H. Yuliyanto, SE, MM yang  
dihadiri segenap Forkompinda, Kepala OPD dan 
seluruh pengurus NU se Kota Salatiga.

Dalam sambutannya Walikota Salatiga 
mengatakan bahwa penetapan Hari Santri Nasional 
didasari oleh peristiwa Revolusi Jihad yang 
dikobarkan oleh KH. Wahid Hasyim yang 
menginspirasi para kyai dan santri untuk 
mengangkat senjata melawan pasukan Sekutu 
(NICA) yang menduduki Kota Surabaya.

Tema Hari Santri Nasional tahun ini adalah 
Bersama Santri Damailah Negeri. NU Kota Salatiga 
mengisi rangkaian kegiatan dengan lomba 
Mushabaqaoh Qiraatiil Kutub (MQK) tingkat Ula, 
Wustho dan Ulya, Mushabaqaoh Tilawatiil  Qur'an 
(MTQ), Khitobaah dan lomba rebana.

Sedangkan pada saat puncak acara di hibur 
dengan penampilan Drum Band dari MI Maarif 
Blotongan dan MI Maarif Pulutan serta penampilan 
Tari Santri dari KB RA se Kota Salatiga, seni Beladiri 

dari siswa MAN dan Ponpes.(wj/ss)

Peringatan Hari Santri
Bersama Santri Damailah Negeri

Drum Band MI Pulutan Kota Salatiga ikut memeriahkanDrum Band MI Pulutan Kota Salatiga ikut memeriahkan
peringatan Hari Santri di Lapangan Pancasila.peringatan Hari Santri di Lapangan Pancasila.
Drum Band MI Pulutan Kota Salatiga ikut memeriahkan
peringatan Hari Santri di Lapangan Pancasila.

etua DPRD Kota Salatiga, M. Teddy 

KSul i s t i o ,SE mener ima warga  
Paguyuban Hunian Sewa Rusunawa 

(Rumah Susun Sewa) Cabean Salatiga yang 
mengadu terkait permohonan perpanjangan masa 
kontrak Rusunawa Cabean bagi warga hunian yang 
telah menempati Rusunawa tersebut selama 2 
periode atau 6 tahun.

Dalam tuntutannya, warga berharap agar 
pihak UPTD Rusunawa memberikan kelonggaran 
waktu selama 3 tahun kepada mereka dari waktu 
yang diberikan pihak pengelola selama 1 tahun.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD 
mengatakan bahwa maksud dibangunnya 
Rusunawa adalah sebagai rumah transit untuk 
membantu keluarga yang kesulitan terkait masalah 
hunian dan bersifat sementara bukannya bisa 
dihuni untuk seterusnya.

“Jika terus diberikan perpanjangan kasihan 
warga yang lain yang antre untuk menempati 
Rusunawa dan tidak mendidik warga untuk 
memiliki rumah sendiri.” Kata Ketua DPRD.

Ketua DPRD
Terima Warga Rusunawa Cabean

Ketua DPRD menerima warga Rusunawa
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kembali,” terang Henry Wicaksono, yang terpilih 
sebagai Ketua Ikatan Alumni.

Sony, panggilan akrab Henry Wicaksono 
menandaskan jika Smuki harus dipertahankan. 
“Kebetulan, saat berbincang dengan sesama 
alumni, ternyata mereka memiliki keinginan yang 
sama. Harapannya dengan GOR ini nantinya bisa 
bermanfaat bagi sekolah, dan juga para alumni,” 
terangnya.

Kepala Sekolah Smuki, Kris Winarti 
menuturkan bahwa pembangunan ini sudah lama 
diharapkan. Dana sebagian besar diupayakan oleh 
alumni yang kini tersebar di Indonesia. “Total 
sekitar Rp 2,7 miliar ini berasal dari yayasan 
sebesar Rp 500 juta, kemudian bantuan APBD Rp 
500 juta dan sisanya dari alumni,” terang Kris 
Winarti dalam sambutannya.

Ketua panitia pembangunan Roy Budianto 
mengatakan, GOR akan dibangun di atas lahan 
seluas 1.200 meter persegi.  lahan yang 
dipergunakan seluas 1.200 meter persegi. GOR 
yang akan dibangun seluas 900 meter persegi itu 
diharapkan tiga lantai. Lantai pertama merupakan 
ruang ganti dan ruang penyimpanan. Kemudian 
lantai kedua adalah tribun dan lantai ketiga adalah 

ruang untuk praktikum siswa.(lin/ss)

MA Kristen I Salatiga (Smuki) 

Smembangun gedung olahraga senilai 
Rp 2,7  mi l iar  d i  l ingkungan 

sekolahnya. Pembangunan ditandai dengan 
peletakan batu pertama oleh Ketua DPRD Teddy 
Sulistio dan Ketua Ikatan Alumni Henry Wicaksono.

Menurut Kepala Sekolah Smuki, Kris Winarti, 
pembangunan GOR tersebut merupakan inisiatif 
dari alumni yang peduli dengan sekolahnya. “Kami 
sangat tergerak. Satu per satu sekolah swasta di 
Kota Salatiga tutup. Kebetulan kegiatan alumni 
sudah kosong dua tahun dan kini dihidupkan 

WARTA

Alumni SMA Kristen I Bangun GOR

salah satu rangkaian kegiatan Festival Pertanian 
2018 Kota Salatiga dengan mengambil tema Petani 
Kreatif Rejeki Selangit. 

Berbagai acara digelar diantaranya Lomba 
Asah Terampil Gapoktan (Gabungan Kelompok 
Tani) Kota Salatiga, Lomba Mancing Tingkat SD, 
Festival Ikan Cupang dan diramaikan dengan 
adanya stand-stand tanaman, hasil bumi, pupuk, 

alat pertanian dan produk kuliner.(wj/ss)

inas Pertanian (Distan) Kota Salatiga 

Dmenyelenggarakan Kampanye 
Gemarikan di Aula Kawasan 

Budidaya Ikan Pulutan Kota Salatiga pada Senin 29 
Oktober 2018.

Gemarikan (Gerakan Memasyakatkan Makan 
Ikan) dikampanyekan untuk menumbuhkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dari 
mengonsumsi ikan. Terutama bagi anak-anak agar 
tumbuh sehat, kuat, dan cerdas.

Dalam kegiatan ini Distan Kota Salatiga 
menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber dan 
sebagai peserta terdiri dari Tim Penggerak PKK 
(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Kelurahan, 
pengajar KB PAUD (Kelompok Belajar Pendidikan 
Anak Usia Dini) Kota Salatiga.

Selain penyuluhan dalam kegiatan ini diisi 
dengan demo masak berbahan ikan dari Akademi 
Kesejahteraan Sosial (AKS) Ibu Kartini Semarang 
dan pengukuhan pengurus KTNA (Kontak Tani 
Nelayan Andalan) Kota Salatiga.

Kampanye Gemarikan sendiri merupakan 

GEMARIKAN
dikampanyekan Dinas Pertanian Kota Salatiga

Ketua DPRD Teddy Sulistio bersama Ketua Alumni Smuki Ketua DPRD Teddy Sulistio bersama Ketua Alumni Smuki 
Henry Wicaksono dan Kepala Sekolah. (Bangun Gedung).Henry Wicaksono dan Kepala Sekolah. (Bangun Gedung).
Ketua DPRD Teddy Sulistio bersama Ketua Alumni Smuki 
Henry Wicaksono dan Kepala Sekolah. (Bangun Gedung).

Kampanye Gemar Ikan oleh Dinas Pertanian Salatiga.Kampanye Gemar Ikan oleh Dinas Pertanian Salatiga.Kampanye Gemar Ikan oleh Dinas Pertanian Salatiga.
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ekretariat DPRD Kota Salatiga 

Smengadakan Public Hearing Naskah 
Akademik Raperda atas Inisiatif DPRD 

Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan, Selasa 
(27/11/18).

Bertindak sebagai moderator Ketua Badan 
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 
(Bapemperda) DPRD Kota Salatiga Supriyadi 
Fatkhi, sedangkan sebagai narasumber dari Center 
For Regulation Reform For Development (CoRRDev) 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  dan Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Public Hearing menghadirkan Kepala OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah), Camat dan Lurah se 
Kota Salatiga serta masyarakat dari unsur LPMK 
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ), 
PKK(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan 
Posyandu (Pusat Pelayanan Terpadu) dari 
Kelurahan di Kota Salatiga.

Maksud dari disusun Rancangan Peraturan 
Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Pangan 
adalah untuk memberikan dasar dan arah bagi 

Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam 
mengupayakan ketahanan pangan daerah. 

Pemerintah berkewajiban mengelola 
stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, 
mengelola cadangan pangan pokok pemerintah dan 
distribusi pangan pokok untuk mewujudkan 
kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi 

bagi masyarakat.(dev/ss) 

inas Perpustakaan dan Kearsipan 

DDaerah (Dinaspersip) Kota Salatiga 
mengadakan lomba Penataan Arsip 

OPD dan lomba Petugas Arsip OPD tingkat Kota 
Salatiga Tahun 2018.

Lomba yang diadakan pada Selasa, 17 Juli  
2018 bertempat di Ruang Dinaspersip Kota Salatiga 
Jl. LMU Adi Sucipto No. 7 Kota Salatiga dan ikuti 

oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota 
Salatiga dan seluruh Sekolah Negeri.

Menurut Kepala Dinaspersip Kota Salatiga, 
Slamet Setyo Budi,SE,M.Acc  lomba ini dimaksud 
untuk meningkatan profesionalisme dan untuk 
mengetahui tingkat pemahaman Sumber Daya 
Manusia dalam mengelola di OPD (Organisasi 
Perangkat Daerah) masing-masing.

Sekretariat DPRD Kota Salatiga berhasil 
menyabet juara kedua dalam Penataan Arsip OPD, 
sedangkan untuk juara diraih oleh Bapelitbangda 
( B a d a n  P e r e n c a n a a n ,  P e n e l i t i a n  d a n  
Pengembangan Daerah), juara ketiga Dinas Sosial .

Sedangkan juara Harapan 1 diraih Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), juara 
Harapan 2 Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik 
(Kesbangpol) dan juara Harapan 3 diraih oleh 
Kelurahan Tingkir Tengah.

Pemenang lomba Petugas Arsip OPD adalah 
Juara 1 Sri Rejeki Handayani (Dinas Pendidikan), 
juara 2 Ida Patmiyati (Bapelitbangda), juara 3 Sutini 
(SMP 8) , juara harapan 1 Rahayuningsih (Kel 
Tingkir Tengah), juara 2 M Edi Santoso 
(Disdukcapil) dan juara harapan 3 Ngatinah (Kel 

Bugel).(wj/ss).

SEKRETARIAT DPRD
Juara II Lomba Penataan Arsip

Sekretaris DPRD Salatiga usai menerima piala lombaSekretaris DPRD Salatiga usai menerima piala lomba
penataan arsip penataan arsip 
Sekretaris DPRD Salatiga usai menerima piala lomba
penataan arsip 

Publik Hearing Raperda Ketahanan Pangan tahun 2018.Publik Hearing Raperda Ketahanan Pangan tahun 2018.Publik Hearing Raperda Ketahanan Pangan tahun 2018.
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Ketua DPRD Salatiga saat menerima perwakilan karyawan Ketua DPRD Salatiga saat menerima perwakilan karyawan 
PT. DamatexPT. Damatex
Ketua DPRD Salatiga saat menerima perwakilan karyawan 
PT. Damatex

“Kami yang dirumahkan tidak memiliki 
penghasilan lain selain menjadi tenaga kerja di 
perusahaan tekstil tersebut. Kemunduran ekonomi 
kami menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena 
itu,  kami datang untuk bersama-sama 
menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami 
serta mencari solusi bersama” jelas Sanyoto.

Meresponi hal tersebut, Ketua DPRD Salatiga 
segera mencarikan solusi guna menyikapi 
permasalahan yang ada. 

“Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah, 
apakah itu nantinya pemerintah akan memfasilitasi 
para mantan karyawan dengan pelatihan-pelatihan 
berwirausaha ataupun pemberian bantuan dana 
sebagai modal usaha. Tapi sebelum itu kita akan 
mencoba menjembatani para karyawan untuk 
bertemu dengan perwakilan perusahaan serta 
Pemerintah Kota guna membicarakan hal tersebut” 
terang Bung Teddy, panggilan akrab Ketua DPRD 
Kota Salatiga.

Perlu diketahui, terhitung mulai April hingga 
September 2018, PT Damatex telah merumahkan 
kurang lebih 686 karyawan serta 293 karyawan 

lainnya yang terkena PHK.(sy/ss)

etua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, 

KSE menerima perwakilan karyawan 
PT Damatex yang dirumahkan Senin, 

15 Oktober 2018.
Sanyoto, salah satu perwakilan karyawan 

yang dirumahkan PT Damatex menyampaikan 
bahwa kedatangan mereka bertemu dengan Ketua 
DPRD untuk beraudiensi dalam mencari solusi bagi 
nasib para karyawan PT Damatex yang telah 
dirumahkan.

WARTA

Audiensi Nasib 
Karyawan PT Damatex yang Dirumahkan

Hoaks menjadi keresahan publik dan 
berdampak negatif bagi masyarakat, apabila itu 
dibiarkan akan mengakibatkan keretakan dan 
disharmonisasi pada masyarakat Kota Salatiga 
pada khususnya.

Untuk Itu PMII Salatiga menyerukan kepada 
semua elemen masyarakat untuk menahan diri 
untuk tidak dengan mudah terprovokasi dengan 

berita yang beredar.(pris/ss)

MII (Pergerakan Mahasiswa Islam 

PIndonesia) Kota Salatiga mengelar aksi 
damai Salatiga Tanpa Hoaks di 

Halaman Kantor DPRD Kota Salatiga, Kamis 18 
Oktober 2018

Dengan mengusung tema Bersama Kita 
Cegah dan Hancurkan Hoaks dengan Hati Beriman, 
massa melakukan long march dari Masjid Darul 
Amal-Bundaran Taman Sari dan berakhir di Kantor 
DPRD Kota Salatiga.

Peserta aksi damai ini diterima oleh Wakil 
Ketua DPRD Kota Salatiga Hj. Riawan Woro E, SE, 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
( K e s b a n g p o l )  K o t a  S a l a t i g a  A g u n g  
Nugroho.S.Sos,MM, Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kota Salatiga Yayat Nurhayat, 
AP,M.Si dan dikawal oleh aparat Kepolisian dari 
Polres Salatiga.

Dalam aksi damai ini dibacakan pernyataan 
sikap PMII dalam mensikapai adanya hoaks atau 
berita bohong yang disebarkan oleh sekelompok 
orang yang tidak ingin persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia terwujud.

PMII Kota Salatiga Kampayekan 
“ Salatiga tanpa Hoaks “

Kampanye anti Hoax PMII Kota Salatiga.Kampanye anti Hoax PMII Kota Salatiga.Kampanye anti Hoax PMII Kota Salatiga.
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Smenyelenggarakan Rapat Paripurna 
D P R D  d a l a m  r a n g k a  

Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota 
Salatiga Tahun Anggaran (TA) 2019 pada Selasa 04 
Desember 2018.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota 
Salatiga, M. Teddy Sulistio,SE yang dihadiri oleh 
pimpinan beserta anggota DPRD Kota Salatiga. 
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Walikota 
Salatiga, kepala OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah),Lurah Camat se-Kota Salatiga dan tamu 
undangan.

Dalam sambutan pengantarnya, M. Teddy 
Sulistio,SE mengatakan bahwa pembahasan 
KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara) oleh TAPD ( 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Salatiga 
dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Salatiga 
telah menghasilkan sebuah kesepakatan.

“Disinilah pentingnya sebuah komunikasi 
sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan 
yang semoga bermanfaat bagi masyarakat 

Salataiga.” Kata Bung Teddy.(sy/ss)

Penandatangan Persetujuan Bersama 
terhadap  Raperda APBD TA 2019

etua DPRD Kota Salatiga, M Teddy 

KSulistyo, SE menyambut kedatangan 
para peserta Salatiga Silhouette 

Open-V beserta panitia pelaksana dan pihak terkait 
lainnya dalam jamuan makan malam bersama di 
Sekretariat DPRD Kota Salatiga (16/11).

Lomba menembak yang menjadi agenda 
tahunan dari Persatuan Menembak dan Berburu 

Indonesia (Perbakin) Salatiga ini berlangsung sejak 
tanggal 17-18 November 2018 di Stadion Kridanggo. 

Diikuti hampir seribu peserta dari berbagai 
wilayah di Indonesia, peserta Salatiga Silhouette 
Open-V kali ini antara lain berasal dari; Kalimantan 
Tengah, Lampung, DKI Jakarta, Denpasar, 
Yogyakarta, Solo, Maluku, Cilacap, Cirebon, Tegal, 
Bandung, Blitar , Pandaan, Lamongan serta atlet 
Salatiga sekitarnya. 

Adapun hadiah yang diperebutkan total 64 
juta rupiah, sedangkan untuk juara umum 
diberikan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah 
dan Tropy Bergilir Ketua DPRD Salatiga.

Sementara itu Ketua Koni Salatiga, Dance 
Ishak Palit berharap Salatiga Silhouette Open yang 
digelar rutin tahunan ini bisa tingkatkan prestasi 
Perbakin Kota Salatiga. “Ajang lomba tahunan ini 
harus bisa dimanfaatkan Perbakin Kota Salatiga 
untuk meningkatkan target peserta asal Kota 
Salatiga menjadi atlet prestasi. Sehingga dikatakan 
sukses jika perlombaan itu berjalan dengan baik 
dan meningkatnya prestasi penembak Kota Salatiga 
menjadi atlet tingkat regional maupun nasional,” 

Dance berharap.(gama/ss)

Welcome Dinner 
Salatiga Silhouette Open-V

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio menyambut para kontingenKetua DPRD M. Teddy Sulistio menyambut para kontingen
lomba menembak Salatiga Silhouette Open Vlomba menembak Salatiga Silhouette Open V
Ketua DPRD M. Teddy Sulistio menyambut para kontingen
lomba menembak Salatiga Silhouette Open V

Ketua DPRD menandatangani hasil keputusan bersama Ketua DPRD menandatangani hasil keputusan bersama 
antara Pemerintah Kota dan DPRD Salatiga.antara Pemerintah Kota dan DPRD Salatiga.
Ketua DPRD menandatangani hasil keputusan bersama 
antara Pemerintah Kota dan DPRD Salatiga.
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Ternyata pemuda tersebut 
bukan orang sembarangan, karena 
anak pertama dari Viktor Kasa 
tersebut sekali pun sehari-hari 
bekerja sebagai tenaga kebersihan di 
Kantor DPRD, kesetiaannya dalam 
mengabdi tidak bisa dipandang 
sebelah mata.

Rutinitas pekerjaannya dari 
pukul setengah tujuh sampai sore 
sehabis para pegawai pulang kantor, 
ia baru bisa meninggalkan kantor. 
Pemuda kelahiran Tangerang, 23 
Oktober 1997, ini berangkat dari 
rumahnya di Klaseman. Dari 
membuka kunci pintu kantor 
sampai menutur semua ruangan 
kerja pegawai ia jalankan. Belum 
lagi jika ada rapat-rapat di malam 
hari. Ia selalu berangkat paling awal 
untuk membuka p intu dan 
menyiapkan segala sesuatu nya 
untuk keperluan rapat. 

Menurut Rizky Hidayatul 
Viktor, pekerjaannya meski berat 
tetapi mengasyikkan. Karena penuh 
dengan semangat dan keikhlasan.  

“Saya sangat senang bisa 
bekerja disini, yang penting saya 
bisa mengabdikan diri saya kepada 
bangsa dan negara melalui para 
wakil rakyat disini. Saya bangga 
walaupun hanya bisa membantu 
bapak dan ibu anggota DPRD 
Salatiga, karena pekerjaan ini bisa 

membuat saya belajar dari segala perbedaan yang 
ada dikantor ini" ucap Rizky.

Kalau tidak ada rapat malam, Setiap hari Rizky 
membersihkan area Bangunan Kantor DPRD, dari 
ruang Pimpinan DPRD sampai dengan ruang para 
pegawai sekretariat. Selain bekerja di Kantor DPRD, 
Rizky mempunyai pekerjaan sampingan membantu 
ibunya 

“Ibu saya buka warung di rumah. Pulang kerja 
saya selalu membantu ibu saya” lanjutnya. 

Bagi saya yang menikmati keindahan dan 
mendambakan suasana lingkungan yang sehat, 
kebersihan seperti sebuah kebutuhan tersendiri, 
kita akan merasa risih melihat sampah yang 
berserakan. 

Hal itu yang membuat saya bersemangat 
membersihkan Kantor DPRD. Setelah merasakan 
sumpeknya udara jalanan karena asap kendaraan 
bermotor, saya berharap bisa menikmati suasana 
yang bersih dan nyaman di kantor.

“Saya ingin melihat Kantor DPRD Salatiga 
tampak bersih dan tertata rapi, agar enak dipandang 

mata” tutup Rizky.(ss/ss)  

ekitar pukul 23.30 WIB, Mangkin? 

Sseorang petugas kebersihan pada 
Sekretariat DPRD Kota Salatiga masih 

memakai seragam berwarna hitam dan celana 
panjang hitam juga, tampak membereskan 
perlengkapan-perlengkapan rapat di dalam kantor 
DPRD tepatnya di Jl. Sukowati 51 Kota Salatiga. 
Suasana kantor tampak sepi dan lengang karena 
memang jam kerja sudah berakhir. Hanya ada 
penjaga malam dan beberapa temannya yang 
membantu menata meja dan kursi. Sampah bekas 
makanan dan minuman berserakan dimana-mana, 
namun, ia tetap tekun menjalankan tugasnya. 

Dengan baju menyerupai wearpack berwarna 
hitam bertuliskan Suharda Tiga Putra, seorang 
Pemuda bernama Rizky Hidayatul Viktor mengaku 
sudah sudah berkerja selama 3 tahun di Seketariat 
DPRD. Itulah identitas pegawai kebersihan di Kantor 
Sekretariat DPRD Kota Salatiga. 

Entah sudah berapa kali pakaian seragam itu 
berganti, mulai dari warna biru putih, sampai inovasi 
terakhir kali ini adalah sebuah baju menyerupai 
wearpack berwarna hitam. 

SOSOK

Belajar dari PerbedaanBelajar dari PerbedaanBelajar dari Perbedaan
RizkyRizkyRizky
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1. Chalumatul Yusro 

 Jl Sunan Ampel No.62 RT.05 RW.03 
Kelurahan Medono, Pekalongan Barat 
Kota Pekalongan.

2. Dhony Adhy Setyawan

 Jl. Sumantri Raya Kav No.1 RT. 02 RW. 
09 kel.  Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga.

3. Gamaliel Gumilar Kusuma

 Kampung Lamping Binong RT. 02 RW.01  
Desa. Cibatutiga,  Kec. Cariu,  Bogor.

4. Ali Nugroho

 Padaan RT.03 RW. 017 Gedangan kec. 
Tuntang Kab. Semarang.

5. Endang Setyaningsih

 Jl. Tanjung IV/15 RT. 06 / RW. 02 kel. 
Kalicacing, kec. Sidomukti Salatiga.Eni Tri Yuliastuti

KETENTUAN MENEBAK :

1. Susunlah penggalan foto ini dikartu pos 
sehingga membentuk foto aslinya secara 
utuh.

2. Sebutkan identitas namanya.
3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 

yang telah disediakan.
4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi 

Majalah Jiwaraga, dengan alamat 
Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jl. 
Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga.

5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim 
serta Nomor Telepon.

6. Jawaban diterima Redaksi Majalah 
Jiwaraga paling lambat tanggal 5 Februari 
tahun 2019.

7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang 
masing-masing berhak mendapat hadiah 
senilai Rp. 100.000.

8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah 
Jiwaraga Edisi I Tahun 2019.

9. Pemenang dapat mengambil hadiah di 
Kantor Redaksi Majalah Jiwaraga dengan 
menyertai fotocopy identitas diri.(red/ss)

TEBAK WAJAH
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LENSA

K a b u p a t e n  S e m a r a n g ,  r e n c a n a  a k a n  
diperuntukkan bagi padagang sayuran untuk 
lantai 2 diperuntukkan untuk kuliner yang 
menjajakan berbagai kuliner khas Salatiga.

“Untuk akses jalan Pasar Sayangan akan di 
buat memutar bangunan pasar, agar akses 
bongkar muat barang nantinya tidak mengganggu 
akses jalan masuk para pembeli” terang pak Toro 
sapaan akrab sekretaris Dinas Perdagangan 
tersebut.

Usai meninjau Pasar Sayangan rombongan 
melanjutkan meninjau pembangunan revitalisasi 
Pasar Krenceng yang berlokasi di jalan Salatiga 
menuju ke Banyubiru Ambarawa. dilokasi tersebut 
dibangun pasar tradisional yang rencananya di 
peruntukkan untuk pedagang sembako dan 
sayuran. Bangunan kios serta bangunan gedung 
los untuk pedagang sayuran nantinya 
diperuntukkan bagi pedagang lama yang 
sebelumnya menempati lokasi tersebut. 
pembangunan direncanakan kurang lebih sekitar 
6 bulan.

S e m e n t a r a  i t u  K e t u a  K o m i s i  B  
menyampaikan bahwa revitalisasi pasar tersebut 
diharapkan mampu mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ada saat ini. 

“Kedepan persaingan akan lebih ketat di 
dunia usaha, adanya pasar-pasar modern akan 
mengancam kelangsungan pasar tradisional 
apabila pasar tradisioanal tidak dikelola dengan 
baik” ungkap Budi Santoso.(ss/ss)

Komisi B Sidak Pasar SayanganKomisi B Sidak Pasar SayanganKomisi B Sidak Pasar Sayangan

Sidak Komisi B DPRD Salatiga.

Kunjungan Komisi B DPRD Salatiga ke Pasar Sayangan Salatiga

omisi B bidang Ekonomi dan Keuangan KDPRD Kota Salatiga melihat langsung 
pembangunan revitalisasi Pasar 

Sayangan dan Pasar Krenceng Salatiga pada 16/10. 
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi Budi Santoso, 
SE. MM bersama segenap anggota didampingi Dinas 
Perdagangan.

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Salatiga 
Ard iyantara ,SH.MH menje laskan  bahwa 
pembangunan revitalisasi pasar tersebut bersumber 
dari Dana Alokasi khusus (DAK). Pasar Sayangan 
yang berlokasi di Jalan Raya Salatiga - Macanan 
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